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Puji   syukur   ke   hadirat  Allah   Tuhan   Yang   Maha   Esa,   karena   berkat

kemudahanNya,     lnspektorat    Provinsi    Sumatera    Utara    dapat    menyelesaikan

penyusunan   Perubahan   Laporan   Kinerja   lnstansi   Pemerintah   (LKIP)   lnspektorat

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 atas Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan   Perubahan   LKIP  sesuai  Peraturan  Pemerintah   Nomor  13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Kinerja

dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan  Negara,  lnstruksi  Presiden

RI  Nomor 29 Tahun  2014 tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  lnstansi  Pemerintah.

Setiap insfansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas  pokok,  fungsinya  dan  pengelolaan  sumber  daya  dengan  didasarkan  suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perubahan   laporan   ini   merupakan   tindak   lanjut   hasil   Kj.ckoff  Meefi.ng

Evaluasi RB, SAKIP dan Zona lntegritas Tahun 2025 dan tindak lanjut Surat Sekretaris

Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  000.8/507/2025  Tanggal  7 Agustus  2025,

semoga perubahan laporan ini dapat bermanfaat bagi lnspektorat Provinsi Sumatera

Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
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HE-
BABI

PENDAHULUAN

1.1     Gambaran umum lnspektorat provinsi sumatera utara

lnspektorat   Daerah   Provinsi   mempunyai  tugas   membantu   Gubemur  dalam

membina    dan    mengawasi    pelaksanaan    urusan     pemerintahan    yang     menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan  Gubemur  Sumatera  Utara  Nomor  28  tahun  2023  tentang  Tugas,

Fungsi,   Uraian  Tugas  dan  Tafa  Keria  Perangkat  Daerah   Provinsi  Sumatera  Utara

menyatakan  bahwa  lnspektorat  Daerah  Provinsi  Sumatera  utara  merupakan  unsur

pengawas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang  dipimpin  oleh  lnspektur yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris

Daerah.

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  lnspektorat  Provinsi  menyelenggarakan

fungsi:

a.    Perumusan  kebijakan  teknis  pembinaan  dan  pengawasan,  pengawasan  BUMD,

pelaksanaan  tugas  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan
Kabupaten/Kota  dalam  kedudukan  Gubemur  sebagai  Wakil  Pemerintah   Pusat,

pelaksanaan     koordinasi    pencegahan    tindak    pidana    korupsi,    pengawasan

pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
b.    Pembinaan   dan   pengawasan   pelaksanaan   urusan   pemerintahan   dan   tugas

pembantuan oleh Perangkat Daerah;
c.    Pembinaan  dan  pengawasan  umum  dan  teknis  penyelenggaraan  pemerintahan

Kabupaten/Kota;

d.    Pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang4asa pemerintah;

e.    Pelaksanaan pengawasan intemal Daerah tertiadap kinerja dan keuangan;

f.     Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

9.    Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

h.    Pembinaan  dan  pengawasan  ketaatan  terriadap  peraturan  perundang-undangan,

norma. sfandar, kriteria dan prosedur;

i.     Pembinaan dan pengawasan dana desa;

j.     Pembinaan   dan   pengawasan   sistem   pengendalian    intern   Pemerintah    pada

Perangkat Daerah;

k.    Pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
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I.     Pelaksanaan   reviu   dofumen   perencana,   laporan   keuangan   dan   dana   alokasi

khusus;

in.  Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;

n.    Pelayanan pengaduan maeyarakat;

o.    Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK, SLB;

p.    Pelaksanaan  Pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas  penugasan  dart  Gubemur
dan/atau Menteri;

q.    Penyusunan laporan hasil pengawasan;

r.     Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;

s.    Pelaksanaan administrasi lnspektorat;

I.     Pelaksanaan tugas lain dart Gubemur terkait pembinaan dan pengawasan;

u.    Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia lnspektorat;

v.    Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektorat Provinsj Sumatera Utara dipimpin oleh seorang lnspektur dan dalam

melaksanakan   tugasnya   bertanggung   jawab   kepada   Gubemur   melalui   Sekretaris

Daerah . Dalam melaksanakan tugasnya lnspeklur didukung oleh seorang Sekretaris dan

5  (lima)  lnspektur Pembantu, yaitu: a)  lnspektur Pembantu  I;  b)  lnspektur Pembantu  11;

c) lnspektur Pembantu Ill; d) lnspektur Pembantu lv; dan e) lnspektur Pembantu Khusus.

Pelaksanaan  tugas  pembinaan  dan  pengawasan,   lnspektur  Pembantu  dibantu  oleh

Kelompok Jabatan  Fungsional, yang terdiri dari Jabatan  Fungsional Auditor (JFA) dan

Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1
Struklur Organisasi lnspektorat Provsu
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lnspektorat  Provinsi  Sumatera  Utara  per  31   Desember  2024  memiliki  jumlah

tenaga  fungsional  auditor 83  orang  dan  38  orang  tenaga  fungsional  P2UPD  dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai lnspektorat Provinsi Sumatera Utara

NO LJFINAN JUMLAH2024

1. Jumlah Pegawai 166
2. Kualifikasi Menurut Pendidikan

SD -
SLTP .
SLTA 5
D-1 -

D-2 -

D-3 4
S1 102
S2 54
S3 1

3. Kualifikasj Menuut Golongan
I -

1' 4
1„ 115

lv 47
4. Kual ifikasi Menurut Jabatan

Eselon  11 1

Eselon  Ill 6
Eselon  [V 3

5. Kualifikasi Menurut Jabafan Fungsional
I.      Fungsional Auditor

a.    Utama 1

b.     Madya 12

c.     Muda 33
d.    Pertama 35
e.     Penyelia 1

f.     Pelaksana Lanjutan 1

11.    Fungsional ppupD
a.    Utama 2
b.     Madya 23
c.     Muda 11

d.    Pertama 2
Ill.   Fungsional Umumrf>elaksana 36
lv.  Fungsional tertentu/penyefaraan -

V.   Jumlah Auditor dan PPUPD yang mengikuti Djklat Teknis 183

1.2     Peran strategis lnspektorat provinsi sumatera utara

lnspektorat  Provinsi  Sumatera  Ufara  merupakan  unsur pengawas  pemerintah

daerah dan Aparat Pengawasan  lntem Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah  Provinsi

Sumatera  Utara,  Selaku Aparat Pengawasan  lntemal  Pemerintah ,  lnspektorat Provinsi

Sumatera utara mempunyai peran strategis dalam perwujudan good governance. Peran

strategis  tersebut  teiicantum  dalam  statemen  7The  /nsfl.fotes  of /nfema/ Audi.fore  (llA):
3



1ntemal audit adalah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan

pelayanan   konsultasi   untuk   memberi   nilai   tambah   dan   meningkatkan   tata   kelola

organisasi.  Intemal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan  dengan

membawa   sebuah   pendekatan   disiplin   yang   sistematis   unfuk   mengevaluasi   dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola. "

Peran  mutakhir intemal  audit sejalan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60

Tahun  2008  tentang  Sistem  Perlgendalian  lntem  Pemerintah,  secara  rinci  dijelaskan

dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-

kurangnya mampu:

1.    Memberikan  keyakinan  yang  memadai  alas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi,  serta

efektjvitas    pencapaian    (ujuan    penyelenggaraan    tugas    dan    fungsi    instansi

pemerintah;

2.    Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi insfansi pemerintah;
3.    Memelihara  dan  menjngkatkan  kualitas  fata  kelola  penyelenggaraan  tugas  dan

fungsi instansi pemerintah.

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam

Pasal  209  ayat  (1)  keberadaan  keleml)agaan   lnspektorat  lebih  dikukuhkan  dengan

secara   eksplisit.   Hal  tersebut,   mengindikasikan   bahwa   peran   strategis   lnspektorat

ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini diperkaya

dengan  tugas pembinaan  dan  pengawacan  mewakili Gubemur.  Dalam  Pasal  216 ayat

(2):  lnspektorat mempunyai tugas membantu  kepala  daerah  membina dan  mengawasi

pelaksanaan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan   daerah   dan   tugas

pembantuan  oleh  perangkat daerah dan  Pasal 379 ayat:  (1) Gubemur sebagai  kepala

daerah  provinsi  berkewajiban  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap

perangkat daerah  provinsi; dan  (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Gubemur dibantu oleh lnspektorat provinsi. Pada

peraturan sebelumnya tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU
32/2004)  pasal   218,   Aparat  Pengawasan   lntem   Pemerintah   (APIP)   melaksanakan

pengawasan   alas  penyelenggaraan   pemerintahan   daerah.   Lebih   lanjut  Pasal   385,
lnspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam

menangani kasus pengaduan masyarakat.

Beberapa  peraturan  perundangan  terbaru  juga  meningkatkan  peran  strategis

lnspektorat.   Saat   ini   lnspektorat   semakin   dilibatkan   pada   hampir   setiap   proses

manajemen  (P/ami.ng,  Ongani.z;.ng,  Actwafring,  and  Confro//ing/.  Peraturan  Pemerintah

Nomor   12   Tahun   2017   tentang   Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan

Pemerintahan      Daerah,      mengamanatkan      lnspektorat      proses      perencanaan,

pengorganisasian,       penganggaran,       pelaksanaan,       pelaporan,       evaluasi       dan
4
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pehanggungjawaban.   Peran    lnspektorat   dalam   perencanaan,   penganggaran   dan

pelaporan dilakukan  melalui reviu.

Peraturan berikutnya adafah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD ITEPRA), dan lnstruksi Presiden

Nomor 1 Taliun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut

mangamanatkan:    Pertama,    bahwa    lnspektorat   liarus    mengidentifikasi    hambatan

pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan
lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, lnspektorat bisa

memberikan solusi/saran perbaikan alas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran lnspektorat Provinsi Sumatera

Utara    sangat   strategis,   tidak   hanya   bertugas   untuk   mencari   dan    menemukan

penyimpangan atau keourangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan
tertladap   teriadinya   penyjmpangan   dan    kecLirangan,    serta   memberikan   jaminan

efektivitas  dan   kualitas  tata   kelola  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi   lnspektorat.

Inspektorat  Provin§i  Sumatera  Utara  berfungsi  pula  meyakinkan  keandalan  informa§i

laporan keuangan dan laporan kinerja.

1.3     Permasalahan utama dan lsu strategis lnspektorat provinsi sumatera utara

A.    Permasalahan pelayanan perangkat Daerah

Permasalahan    dalam hal ini adalah segala sesuatu situasi, kondisi, fenomena dan

fakta  di  luar lnspektorat langsung  dan/atau  tidak langsung     menjadi     kendala     dan

permasalahan    pelaksanaan    tugas lnspektorat.   Sebagaimana telah diuraikan di Dab
sebelumnya tugas lnspektorat meliputi dua hal besar yaitu:

1.  Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

2,   Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap   2   (dua)   tugas   besar   ini   terdapat   kondisi,   situasi.   fenomena   dan

kecenderungan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh antara lain:

1.   Lingkup lntemal lnspektorat

a.   Pemisahan tugas anlara Auditor dan P2UPD;

b.   Ketersediaan peilengkapan keria;

c.   Semakin  meluasnya  peran   lnspektorat  dalam  penyelenggaraan   pemerintahan

daerah;

d.   Keteroukupan sumber daya manusia kualitas dan kuantitas.

2.   Lingkup Pemerinfah  Provinsi

1.  Inspektorat      Provinsi      Sumatera      Utara    semakin      mendapat kepercayaan

sebagai pembina dan pengawas;

5
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2.   Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan perubahan dan integritas;

3.  Pimpinan sangat komit terhadap penguatan lnspektorat Provinsi Sumatera Utara;

4.  Terbatasnya fomasi CPNS Auditor dan P2UPD;

5.  Semakin      meningkathya      permohonan      pendampingan      dan  konsulfasi dari

Perangkat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  ke  lnspektorat  Provinsi  Sumatera

utara;

6.  Tingginya    harapan    dart jajaran  perangkat    Daerah    Provinsi sumatera utara

kepada lnspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan

yang dialami;

7.  Terbafasnya    waktu    pelaksanaan    reviu    dokumen    perencanaan,    dokumen

penganggaran dan dokumen laporan keuangan.

3.   Lingkup Masyarakat/Publik

a.   Meningkatnya   Harapan]   Tuntutan,   Kepedulian   Dan   Pengawasan   Masyaraka(

Terhadap Pemerintah Daerah

Peningkatan  pardsipasi  masyarakat  dibuktikan  dengan semakin  banyaknya

jumlah    pengaduan   tertulis   ke    lnspektolat dari   masyarakat.    Pengaduan    itu

sesuai    ketentuan    Peraturan  Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    bahwa

lnspektorat  wajib menindaklanjuti pengaduan maeyarakat.

Pengaduan   masyarakat  terbagi   atas   pengaduan   yang sesuai    ketentuan

hukum    dan    yang    tidak   sesuai    dengan ketentuan    hukum.    Pengaduan    itu

akan     menyita    sebagian energi   pengawasan   lnspektorat,   dan   akan   kurang

produktif apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan/kriteria .

b.  Adanya   Anggapan   Bahwa   lnspektorat   Bisa   Menjangkau   Dan Menyelesaikan

Seluruh       Pemasalahan         Pada       Seluruh organisasi    Perangkat    Daerah

Dan    Seluruh    Pemerintahan KabupatenAIota

lnspektorat   Daerah    mempunyai   kewenangan   yang   luas  sesuai   bidang

tugasnya,   tetapi   dengan   keterbatasan   sumber daya   manusia   dan   anggaran

pada   lnspektorat   Daerah   harms secara I)ijak menentukan dan  memilih prioritas

pembinaan dan pengawasan.      Hampir    bisa    dipastikan      bahwa      lnspektorat

Daerah    tidak    maksimal    dalam    pembinaan    dan     pengawasan  khususnya

pembinaan I)aik secara luas jangkauannya maupun untuk kedalaman substansi.

c.  Harapan       bahwa       setiap       kegiatan       pengawasan       terhadap  pengaduan

masyarakat cepat dan dihukum berat

Pengaduan   dart   masyarakat   ke   lnspektorat   Daerah terbagi   dua   yang

memenuhi     ketentuan      persyaratan     yang  ditetapkan       dalam       ketentuan

peraturan   dan    yang    tjdak memenuhi  pereyaratan  ketentuan  peraturan  yang

memenuhi persyaratan    akan    ditindaklanjuti    dengan    pemeriksaan,    dan yang

6



tidak     memenuhi     syarat     dihentikan     dan     tidak    bisa ditindaklanjuti dengan

kegiatan pemeriksaan.

e.   Peningkatan pengaduan masyarakat

Peningkatan   jumlah    pengaduan    masyarakat   yang   diterima    lnspektorat

menunjukkan  semakin  tingginya  kesadaran,  kepedulian,  dan  keberanian  publik

dalam  mengawasi  jalannya  pemerintahan  daerah.  Fenomena  ini  juga  didorong

oleh  meningkathya  akses  masyarakat  terhadap  intormasi  publik  serta  adanya

kanal  pengaduan  bell)asis teknologi yang  mempermudah  penyampaian  laporan.

Hal ini menjadi indikator positif bahwa partisjpasj masyarakat dalam pengawasan

kineria pemerintah daerah terus berkembang sejalan dengan tuntutan transparansi

dan akuntabilitas.

Namun, peningkatan pengaduan juga menimbulkan tan(angan baru, di mama sebagian

laporan  tidak  memenuhi  syarat formil  maupun  materil,  tidak disertai  bukti  memadai,

atau  bersifat duplikasi.  Kondisi  ini berpotensi  membebani sumber daya pengawasan

yang terbatas dan menghambat efektivitas tindak lanjut pengaduan yang benar-benar
valid. 0leh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen pengaduan yang lebih

selektif]  terstruktur,  dan  transparan  agar lnspektorat  mampu  memilah  laporan  yang

prioritas serta menindaklanjutinya secara tepat dan proporsional.

4.  Lingkup Pemerintah

a.  Penguatan APIP Yang Belum Tuntas.

b.  Penugasan   lnspektorat  dalam pengawasan  pengelolaan  dana BOS.

c.  Penugasan     lnspektorat    dalam     pengawasan     pengelolaan keuangan desa.

d.  Pembinaan    dan    pengembangan    Pejabat    Fungsional    Auditor  dan      Pejabat

Pengawasan     Urusan    Pemerintahan     Daerah (P2UPD)yang belum maksimal.

e.  Meningkatnya     tugas-tugas     mandatory     dart     Kementerian/Lembaga.

f,   Meningkatnya      pelimpahan       penanganan       pengaduan       masyarakat      dari

Kementerianfrembaga.

9.  Meningkatnya   komunikasi,   koordinasi   dan  kerjasama   serta kemitraan dengan
APH.

h.  Meningkatnya sinergitas dengan APIP dan Auditor Negara.

5.   Lingkup Global

a.  Tuntutan Peiwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Balk

Sudan     menjadi     gerakan     dunia     lnternasional     untuk mewujudkan   tata

kelola pemerintahan  yang baik.  Gerakan  itu berguna    untuk   membangun    tata

ekonomi   yang   rasional, kemudahan      investasi,     kelancaran     pembangunan,

dan penanggulangan kemiskinan



Kemauan   untuk   mewujudkan   tata kelola   pemerinfahan yang   baik   secara

normatif  sudali   dilakukan  di  Indonesia khususnya   pasca  era  reformasi   antara

melalui  TAP  MPR, Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999,  Pasal  58  Undang-

Undang  Nomor23 Tahun 2014 dan terakhir pasal  10 Undang-Undang      Nomor

30     Tahun    2014   dengan     Asas   Umumpemerintahan   yang   balk   disingkat

AUPB   serta   berbagai peraturan pelaksanaannya.

b.   Pengeseran paradigma Pengawasan lntern

Secara  umum  perubahan    paradigma   pengawasan    intern  sudan  terjadi  3

(tiga)  kali yakni  pada  sekitar tahun  1974.  Peran  pengawasan       intern       adalah

dianalogikan      sebagai      anjing  penggonggong/    peniup    peluit,     pada    tahun

1970     sebagai  konsultan,   kemudian   sekitar   tahun    1990-an   menjadi   katalis.

Walau  paradigma  telah  bergeser  pada faktanya  lnspektorat masih happydalam

peran klasik walch dog. Untuk menggeser kepada  peran  konsultan  yang  mampu

menjadi   mantra   kerja audit dalam pemanfaatan sumber daya secara ekonomis,

efisien  dan  efektif  guna  mencapai  tujuan  sekaligus  menjalankan  peran  katalis

sebagai   Qua/rty   /nsurance   dengan   manajemen   resiko dan    peringafan     dini

periu   pembeka[an    kompetensi    kepada aparatur lnspektorat Daerah.

Selain   peraturan   perundang-undangan    peran   katalis lnspektorat  Daerah

sudan diamanatkan   Peraturan  Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat

(2) menyatakan bahwa asas dan prinsip pengawasan APIP adalah:
1 )   Profesional;

2)   lndependen;

3)  Obyektif;

4)  Tidak tumpang tindih antara APIP;

5) Berorientasi perbaikan dan peringatan dini.

c.  Tingginya tuntutan akan pencegahan korupsi.

8.    ISU STRATEGIS

Isu    dan    permasalahan    lnspektorat   Provsu    untuk   tahun    2024-2026   adalah

sebagai berikut:



•,  ====

Isu dan permasalahan  lnspektorat  Provsu  2024-2026      pada lnspektorat  adalah

Belum   Optimalnya      Peningkatan   Akuntabilitas   KineTia   lnstansi   Pemerintah      yang

disebabkan oleh Nilai rata-rata Evaluasi SAKIP PD Provsu masih 88 dan Terbatasanya

waktu mereviu LKIP Kabupaten/Kota serta isu Keberianjutan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan  Dan Aset Daerah yang disebabkan   oleh tert)afasnya   waktu  mereviu  LKPD

Provsu.  Terkait   dengan  isu  Maturitas   SPIP  lnspektorat  Provsu  berpendapat   bahwa

Maturitas       SPIP    lebih    berpengaruti       terfuadap   pencapaian       SAKIP   dari   pada

pencapaianopini   VVTP   LKPD   sehingga   menghasilkan   Pohon   Masalah   lnspektorat

Provsu sebagai berikut:

POHON   MASALAH

I

I

ri   1-   "    in   I
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Tabel 1.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO
Sasaran lndikator Kjnerja

Target Capaian KeteranganStrateais 2023 2023
1 2 3 4 6t Meningkathya 1. Opini BPK terhadap VVTP VVTP Pencapaian Tahun

Tata Kelola LKPD Pemeri ntah 2023100%
PemerintahandiBidangKeuangan Provinsi Sumatera Utara

2. Persentase Penyelesaian 80% 81,72% Pencapaian Tahun
Tindak Lanjut HasilPemeriksaanBPKRlpadaPemerintahProvinsiSumateraUtara 2023102,15%

3. Persentase Penyelesaian 97% 100% Pencapaian Tahun
llndak Lanjut HasilPemeriksaanltjenKemendagripadaPemerintahProvinsiSumateraUtara 2023103,09 %

4 Persentase Penyelesaian 87% 88,14% Pencapaian tahun
Tindak Lanjut HasilPemeriksaanInspektoratProvinsiSumateraUtara 2023 101,31 %

2 Meningkathya 1. Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Pencapaian Tahun
Pelaksanaan Pemerintah Daerah 2023100%
ReformasiBirokrasi Provinsi Sumatera Utara

2. Level Kapabilifas APIP Level 3 Level 3 Pencapaian Tahun
Inspektorat 2023100%

3. Persentase Perangkat 100% 97,62% Pencapaian Tahun
Daerah yang Nilai Rata-RataEvaluasiSAKIP28 2023 97,62%

4. Manajemen Risiko Level 3 Level 3 Pencapaian Tahun2023100%

5. lndeks Efek[ivitas Level 3 Level 3 Pencapaian Tan un
Pengendalian Korupsi 2023100%

6. Penanganan Pengaduan 75% 83% Pencapaian Tahun
Masyarakat 2023 110,67%

7. Persentase Tenaga 60 36% Pencapaian Tahun
Fungsiomal Peng@wasanyangMemilikiSertifikatKeahlianKhususBidangAudit 2023 60%
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BAB   11
PERENCANAAN KINERJA

2.1      Perencanaan Kinerja lnspektorat provinsi sumatera ufara

Perencanaan   merupakan   proses   un{uk   memulai   berbagai   tujuan,   cakupan

strategi, kebijakan, dan juga rencana detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi

untuk   menerapkan   keputusan,   tin|.auan   kinerja   dan   juga   umpan   balik   dalam   hal

mengidentifikasi perubahan rencana baru.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kine[ja  lnstansi Pemerintah, perencanaan  strategis

merupakan   langkah   awal   yang   llarus  dilakukan   agar   mampu   menjawab   tuntutan

lingkiingan   strategis   lokal,   nasional   dan   global,   tata   Sistem   Administrasi   Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan

sinergis,  instansi  pemerintan  dapat  menyelaraskan  visi  dan  misinya  dengan  potensi,

peluang dan kendafa yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai rangkaian tujuan yang

akan  dicapai jangka  menengah dan  langkaHangkahnya serta target-target apa yang

ingin   dicapai  setiap  tahapan  dalam  satu  fahunnya   untuk  mencapai  tujuan  jangka

menengah.   OIeh   karena   itu   perencanaan   taliunan   atau   Rencana   Kerja   (Renja)

merupakan  penjabaran  dari  tahapan  renstra  yang  dirinci  per tahun,  sehingga  Renja

mengaou pada Renstra. Dokumen Renstra lnspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun

2024-2026   adalah   turunan   dart   dokumen   Rencana   Pembangunan   Daerah   (RPD)

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Provinsi Sumatera Utara Tatiun 2024-2026 berpedoman pada

arah kebijakan pembangunan tahap lv Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD)   Provinsi  Sumatera   Utara  Tahun   2005-2025  dengan   cai-a   menyelaraskan

tujuan, sasaran, strategi, arab kebijakan dan program pembangunan jangka menengah

daerah  dengan  arab  kebijakan  dan  sasaran  pokok  pembangunan  jangka  panjang

daerah.

Selanjuthya RPD Provinsj Sumatera Ulara Tahun 2024 -2026 menjadi pedoman

untuk   penyusunan   Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah   (Renstra   PD)   Provinsi

Sumatera  Utara  Tahun  2024-2026  yaiig  menjabarkan  rencana  kegiatan  dan  kinerja

tahunan    perangkat   daerah    untuk    menunjang    pencapaian    tujuan    dan    sasaran

pembangunan. Kemudian, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ini nantinya

akan  dijabarkan  ke dalam  Rencana  Keria  Pemeiintah  Daerah  (RKPD)  sebagai  suatu

dokumen  perencanaan  tahunan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  memuat

prioritas,  program,  kegiafan  dan  subkegiatan  dart  Rencana  Keria  Perangkat  Daerah.
11



`RE
RKPD menjadi acuan t)agi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam

pelaksanaan  tahunannya,  RPD  melalui  RKPD  menjadi  dasar penyusunan  APBD  dan

Perubahan APBD.

Renstra lnspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 I)ertujuan untuk:

a.     Menguraikan  dan  menyinkronkan  antara  materi   RPD  Provinsi  Sumatera  Utara

Tahun  2024-2026,  khususnya yang  terkait dengan  pembinaan  dan  pengawasan

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  perencanaan  pelaksanaan tugas
dan fungsi peml)inaan dan pengawasan [nspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;

b.     Memberi   arah   perencanaan   melaksanakan   tugas   dan   fungsi   pembinaan   dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh  lnspektorat dalam kurun
waktu 2024-2026;

c.     Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah oleh lnspektorat dalam kurun wak(u 2024-2026;

untuk  mencapai  ketiga  tujuan  tersebut,  terdapat  16  (enam  belas)  lndikator

Kineda utama (lKU) lnspektorat Provinsi Sumatera Ufara Tahun 2024-2026, yaitu:

1.    Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

2.    Persentase  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  ITLHP)  BPK  RI  pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

3.    Persentase    Penyelesaian    Tindak    Lanjut    Hasil    Pemeriksaan    (TLHP)     ltjen

Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

4.    Persentase  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  ITLHP)   lnspektorat

Provinsi Sumatera Utara;

5.    Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;

6.    Level Kapabilitas APIP lnspektorat Provinsi Sumatera Utara;

7.    Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP 2 88;

8.    Manajemen  Risiko;

9.    Indeks Efektivitas pengendalian Korupsi;

10.  Monitoring Center for Prevention (MCP);

1 1.  Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK);

12.  Survey Penilaian  lntegritas;

13.  Pelayanan Publik;

14.  Zona  lntegritas;

15,  Penanganan Pengaduan Masyarakat;

16.  Persentase  Tenaga   Fungsional   Pengawasan  yang   memiliki  Sertifikat   Keahlian

Khusus Bidang Audit.
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Dalam Rencana Strategis (Renstra) lnspektorat Provinsi Sumatera Ufara 2024-

2026 telah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis,  lndikator Kinerja Utama dan target di

Tahun 2024. Adapun tujuan lnspektorat Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran lnspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO TUJUAN SASARAN
lNDIRATOR

SATUAN

TARCET  INERJATLiJUANrsASARAN

TUJUAM/SASARAN P    I)ATAIJUN

2024 2026 2026

1

E:#[unTg%:nProvinsiSumatera#akr:dia#?ai,bermartabat,td:#:#ya:dan

Meningkathya

Fen#:#san£#Hasj,BPKRl Persen'ase 80 82 85

"ndak Lanjut HasilPemeriksaan
Persent 100 100 100I€en Kemendag ri ase

Tindak Lanjut Hasil

Persent
9080 9385 9590

Tata Kelola Pemeriksaan
Pemerintahan I nspektorat Provinsi
di Bidang Sumatera Utara pada
Keuangan

!g:F:np:ai%&aoefahd.KeuanganDesa ase 9090 9393 9595

8rpj#!n¥sPu::#::ntahUtaradanKabupatenmotaWTP
Opini VVTP VVTP VVTP

Feel:'knsti:aha%a

Mafurifas SPIP Skor 3,20 3,25 3,30

KapabilitasAPIP Skor 3,10 3,20 3,30

g£Rj,BgkathyaNiiai Skor 71.4 78.5 85.7

Manajemen Risiko Skor 3 3 3

lndeks EfektlvitasPengendalian Skor 3 4 5

MCP Persentase 95 95 95

Stratnas PK Persentase 82.5 85 85

Survey Penilaianlntegritas Peringkat 20 20 20
Reformasi Nasjon Nasion Nasion
Birokrasj al al al

Pelayanan Publik
peningk 4 BesaNasional 4 BesaNasional 4 BesarNasional

Zona lntegritas PD 41PD 41PD 41PD

i:%:gnfnna#n Persent 80 85 90Pengaduan Maeyarakat ace
Persentase tenaga;uannggstfnfj#jn&#k=

Persent 65 70 75keahlian khusus bidangaudit ace
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Formula   metode   perliitungan   lndikator   Kineria   Utama   lnspektorat   Provinsi

Sumatera Utara tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Formula Metode Pemitungan lndikator Kineria Utama

lnspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

•.

NO
Sasaran lndikato, lREnisi Formulasi Sumber
Strateais Kineria Operasiorial Data

1 2 3 4
1. Meningkatnya 1 Opini BPK terriadap Opini adalah Opini  BPK: BPK Rl

Tata Kelola LKPD Pennerintah penyataan profesional -Wajar Tanpa
Pemerintahan Provinsi Sumatera sebagai kesimpulan Pengecualiaan
di Bidang Utara pemeriksa mengenai (WTP)
Keuangan tingkat koujaran -  Wajar Dengan

infomasi yang Pengecualian pep)
dicajikan dalani laporan - Tidak Wajar Ow
keuangan -  Tidak Menyatakan
Kriteria:1.Kesesuaian denganStandarAkutansiPemerintah(SAP)2.Keoukupanpengungkapan(AdequateDisclosure)3.KepatuhanterhadappeTaturanperundang-undangan4.EfeklivhasPellgendalianintern Pendapat ITM P)

2 Persentase Tiiidak lanjut Jumlah BPK Ri
Penyelesaian rekomendasi hasil Rekomendasi BPK
Tindak Lanjut Hasil peineriksaan BPK Yang Selesai
Pemeriksaan BPK dilaku kan dengan x 100%
Rl pada Pemen'ntah pemantaiian secara Total Rekomendasi
Provinsi Sumatera sistema(is o[eh BPK
Ufara untuk menilaipelaksanaan tindaklanjutyangdilakukanolehpejabat.Tindaklanjuttersebutberupajawaban/penjelasanalaspefaksanaantindaklanjutyangdilampiridengandokumenpendukungdanmajibdisampaikankepadaBPKpe[inglambat60harisetelahlaporanhasilpemeilksaanditerima.

3 Persentase Tindak lanjut Julndah tjen
Penyelesaian rekomendasi hasil RekoTnendasi ltjen mendagri
Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan ltien Kemendagri Yang
Pemoriksaan ltien Kemendagri dilakukan Selesai
Kemendagri peda dengan pemantauan x 100%
Pemeiintah Provinsi secara sistematis oleh Total
Sumatera Utara ltien Kemendagli untukmenilaipelaksanaanTindaklenjutyaiigdilakukanolehpejabat. Rekomendasi
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NO
Sasaran lndjkator Definisi

Formula8i Sumber
Strategis Kineria Oi)erasional Data

1 2 3 4
Tindak lanjut tersebutberupajawaban/penjelasanataspelaksanaantindakIanjutyangdilampiridengandokumenpendukungdanwajibdisampaikankepadaltienKemendagripalinglambat60hartsetefarilaporanbasilpemeriksaanditerima

4 Persentase Tindak lanjut Jumlah nspektorat
Penyelesaian rekomendasi hasil Rekomendasi rovsu
Tindak Lanjut Hasil pemerikeaan lnspektorat
Pemeriksaan I nspektorat Provsu Provsu Yang
I nspektorat Provinsi dilaku kan dengan Selesai
Sumatera Utara pema ntauan seca ra x 1 00%

sistematis oleh Total
I nspektorat ProvsuuntukmenilaipelaksanaanTindaklanjutyangdilakukano[ehpejabat.Tindaklanjuttersebutberupajawaban/penielasanataspelaksanaantindaklanjutyangdilampiridengandokumenpendukungdanvajibdisampaikankepadalnspektoratProvsupalinglambat60harisetelahlaporanhasilpemeriksaanditerima. Rekomendasi

2 Meningkatnya 1 Level Matu ritas Maturitas Level  1  = Rintisan BPKP
Pelaksanaan SPIP Pemorintah penyelengga ra SPI P (skor 1,00 - 1,99)
Reformasi Daerah Provinsi adalah tingkal Level 2= Beikembang
Birokrasi Sumatera Utara kematangan SPI P (skor 2,00- 2,99)

dafam mencapai tujuan Level 3 = Terdefinisi
pengendalian yang (skor 3,00 - 3,99)
meliputi kegiatan yang Level 4 = Terkelola dan
efeklif dan efisien , terukur
keandalan pelaporan (skor 4,00- 4,49)
keuangan, Level 5 = Optimum
pengamanan asetnegaradanketaafanterriadapperaturanperundang-undangan. (skor 4,50 dst)

2 Level Kapabil`rtas Kemampuan API P Level  1  Initial BPKP
APIP lnspektorat untuk melats8nakan (organisasi APIP telah

perigawasan secara terbentuk dan telah
efektif dengan memiliki mandat unfuk
mengacu kepada tiga me[akukan
Linsur utama : pengawa8an intern)
1.Kapasifas Level 2 Struclured

¢nfrastruk(ur, sistem, (APIP te'ah
prosedur) melaksanakan mandatpengawasandengankualifikasidan

15



REiri
NO

Sasaran lndikator Defini9i Fomulasi Sumber
Strateais Kineria Ocerasional Data

1 2 3 4
2.  kewenangan kompetensi SDM yang

(hak dan memadai)
kowenangan yang Level 3 Delivered
dimilik) (APIP telah

3.kompctensi SDM melak§anakan aktwitas
(pengetahuan, pengawasan
keterampilan dan (assurance dan
profesional) col.sulting) sesuaidenganstandardanpraktikprofesional)Level4lnsttutionalizedAPIPsecaraberkelanjutantelahmenjadimitrastrategisbagiorganisasiK/LJDLevel50ptimkedAPIPtelahmampumemberikankeyakinanmemadaiataspencapaiantuji[anorganisasik/L/Ddafambentukpencapaianefcktivitasdanefisiensioperasi,keandalanpeLaporankeuanganIpengamananaset,sertaketaatanterriadapperaturanperundang-undangan.

3 Persentase Komponen evaluasi Jumlah Nilai lnspektorat
Perangkat Daerah AKIP terdiri dart: SAKIP 2 88 Provsu
yang Nilai Rate- 1. Perencanaan Kineria x 100%
Rafa  Evaluasi 30% Jumlah Perangkat
SAKIP 2 88 2. Pengukuran Kineria Daerah yang

30%3.Pelaporan  Kineria15%4.EvaluasiAKIPlntemal25% dievaluasi

4 Mamajemen Risiko Serangkaian kegiatan - Level  F3isiko = BPKP
teroncana Sangat Rendah (1 )
dan terukur untuk Besaran risiko  1  s.d 5
mengelola dan Wama Biru
mengendalikan risiko - Level Risiko =

yang berpotensi Rendah (2)
mengancam Besaran risiko 6 s.d  11
keberlangsungan dan Vvama Hijau
pencapaian tujuan - Level Risiko =
organisasi. Sedang (3)Besaran12 a.d 15WamaKuning-LevelRisiko=Tinggi(4)Besaran16s.d19WamaOrange-LevelRisiko=SangatTinggi(5)Besaran20s.d25VvamaMerah

5 lndeks Efektivhas lnsrfumen pengukuran Penilaian berbasis 4 BPKP
Pengendalian kineda pemerintah dimensi (pencegahan,
Korupsi daerah da[am deteksi. rescon`
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No Sasaran lndikator rmnisi Formulasi Sumber
Strategis Kineria Ocerasjonal Data

1 2 3 4
melaksanakan upaya perbaikan), dengan
pencegahan dan skor 0-1 00
pengendalian korupsi, - Level  1  =

yang dikembangkan Sangat Rendah (0-20)
oleh  Komisi - Level 2 =
Pemberantasan Rendah (21+0)
Korupsi (KPK) bersama - Level 3 =
Kementerian/Lembaga Sedang (41cO)
terkeit - Level 4 =Tinggi(61noo)-Level5=SangatTinggi (81 -100)

6 Monitoring Center Sistem nionhoring yang Penilaian dilakukan KPK
for Prevention dikembangkan Konrfei berdasarkari capaian
(MCP) Pemberantasan aksi pencegahan

Korupsi (Kpxp untuk korupsi pada 8 area
memantau, menguku r, intervensi:
dan mengevaluasi -  Perencanaan
capaian pelaksanaan -  Penganggaran
program pencegahan -  Pengadaan Barang
korupsi peda dan Jasa
pemerintah daerah. -  Pelayanan Publik-PengawasanAPIP-ManajemenASN-PengelolaanBMD-Optimali§asiPajakDaerah

7 Strategis Nasional Strategi Nasional Penilaian berdasarkan KPK
Pemberantasan Pencegahan Korupsi capaian aksi di 3 fokus
Korupsi (Sth]nas (Stranas PK) adalah utama ®ertzinan,
PK) dokumen arah keuangan negara,

kebijakan nasional refomrasi birokrasi &
yang memuat sasaran, penegakan hukum),
fokus, dan aksi dihitung dalam bentuk
pencegahan korupsiyangharusdilaksanakanoleh persentase.Kategori:

kenrenteiian, lombaga, - Sangat Rendah (0-
dan pemerintah daerah 20%)
secara terukur, - Rendah (21+0%)
teiintegrasi, dan -Sedans (41C0%)
berkesinambungan. -Tinggi (61no0%)-SangatTinggi(81-100%)

8 Survey Penilaian Survei Penilaian Penilaian melalui survei KPK
lntegritas Integritas (Spl) adalah responden internaL

instrumen pengukuran ekstemal dengan
yang disusun o[eli KPK dimensi integritas &
untuk menifai tingkat risiko korupei]  hasilnya
jntegrhaspenyelenggara layananpublikdikementerian, skor 0-100.Kategori:

lembega. dan - Sangat Rendah (0-20)
pemen.ntah daerah, -Rendah (21JO)
mela]ui persep§i dan -Sedang (41rfeo)

penga[aman responden -Tinogi (61")
(internal, ekstemal, dan -Sangat Tinggi (81-

pemangku kepentinganlainnya) 100)
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No Sacaran ]ndikator Definisi Formulasi Sumbel.
S'rateqis Kineria ODerasional Data

1 2 3 4
9 Pelayanan Publik Hasil  Penilaian Kategori, Ombudsm

Kepatuhan -Nifai (100 -0) anRl
Penyelenggaraan -Zona (Hijau-Kuning-
Pelayanan Publik Merah)
Tahun 2024 (Opini - Kategori  (A-B-c-D)
Pengawasan • Opini (Kualitas
Penyelenggaraan Tertinggi-TinggL
Pelayanan Publik) Sedang-Rendah)

10 Zona I ntegritas Predikat yang diberikan Penilaian Zl dilakukail lnspektorat
kepada unit melalui tahapan: Provsu
keria/instansi pembangunan,
pemeiintah yang pengusulan,  penilaian,
pimpinan dan dan penetapan predikat

jajaramya tefahberkomitmenuntukme"judkanbirokrasj vvBKueBM.Penilaianberbasis 6

yang bersih, bebas dari area perubahan + hasil,
korupsi, serta mampu dengan skor 0-100 dan
memberikan pelayananpublikyangprima. predikat WBKneB M.

11 Penanganan Proses penerimaan , Jumlah Pengaduali lnspektorat
Pengaduan pelicatatan, verifikasi, Masyarakat yang Provsu
Masyarakat analisis. tindak lar`jut, ditangani

dan pelaporan x 100%
pengaduan yang Total pengaduan
disampaik8nmasyarakatteTkaitdugaanpenyimpangan,penyalahgunaanvvevenang,mal8dmJnjstrasi,maupuntindakkorupeidalampenyelenggaraanpernerintahandaerah. Maeyarakat

12 Persentase Tenaga Pegawai Aparatur Sipil Jumlah Tenaga lnspektorat
Fungsional Negara (ASN) yang Fungsional yang Provsu
Pengawasan yang menduduki jabatan memiliki Sertifikasi
Memiliki Serffikat fungsional auditor afau Kcahlian Khusus
Keahlfan Khusus pengawas x 100%
Bid8ng Audit penyelenggaraan Total Tenaga

urusan pemerintahan di Fungsional
daerah (P2UPD), yangtelahmemperolehsertifikasikompetensvkeahlianauditsesuaistandarBadanPengawasanKeuangandanPembangunan(BPKP)maupunlembagasertifikasilainyangdiakuipemen.ntah. Pengawasan
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2.2.    Perjanjian Kinerja lnspektorat provinsi sumafera utara

Dalam   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur  Negara   dan   Reformasi

Birokrasi  Nomor 53 Tahun  2014 tentang  Petunjuk Teknis Perianjian  Kinerja,  dan Tata

Cara  Reviu  alas  Laporan  Kineria  lnstansi  Pemerintah,  Pe[janjian  Kjnerja  merupakan

dokumen  yang  berisikan  penugasan  dari  pimpinan  instansi  yang  lebih  tinggi  kepada

pimpinan   instansi  yang   lebih  rendah   untuk   melaksanakan   ProgramAIegfatan   yang

disertai  dengan  indikator kineria.  Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud

komitmen alas pencapaian talgct kineria terukur yang telah ditetapkan antara penerima

amanah  (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubemur Sumatera U(ara)

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  Perjanjian

KineTja  lnspektorat  Provinsi  Sumatera  Utara  disusun  berdasarkan   Rencana  Kinerja

Tahun  2024 yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana Strategis  lnspektorat  Provinsi

Sumatera   utara   Tahun   2024-2026.   Renstra   tersebut   merupakan   aouan   dalam

mewujudkan  visi  dan  melaksanakan  misi  lnspektorat  yang  dijabarkan  melalui  tujuan

yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahun .

Diawal  Tahun  Anggaran  2024  PeTjanjian  Kineria  lnspektur  Provinsi  Sumatera

Utara  terdiri  dari  2  (dua)  sasaran  strategis  dengan  11  (sebelas)  indikator kinerja  dan

anggaran sebesar Rp82.430.772.231, rincjan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perianjian Kineria Tahun 2024

No Sa8aranShateqis I ndlk@tor Klneria Tanoet

1 2 3 4
1. Meningkahya 1 Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi VVTF'

Tata KelolaPemerintahan diBidang Sumatera Utara
2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 80%

Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi
Keuangan Sumatera Utara

3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 100%
Pemeriksaan lcen Kemendagri pada Pemerintah
Provinsl Sumatera Utara

4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 87%
Pemeriksaan lnspektorat Provinsi Sumatera Utara

2 Meningkatnya 1 Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Level 3
PelaksanaanReformasiBirokrasi Sumatera Utara

2 Level kapabilitas APIP lnspektorat Level 3

3 lndeks efektivitas pengendalian korupsi Level 3

4 Penerapan manajemen resiko Level 3

5 Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata 71,4%
Evaluasi SAKIP 2 88
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No stsaranStrategis lnd ikator Kl neTia Target

1 2 3 4
6 Penanganan Pengaduan Masyarakat 81%

7 Persentase Tenaga Fungslonal Pengawasan yang 65%
Memiliki Sertjfikat Keahlian Khusus Bidang Audit

Pada  bulan  Juni  2024  Kepala  Daerah  (Gubemur Sumatera  Utara)  mengalami

pergantian  sehingga  Perianjian  Kinerfa  lnspektur  Provinsi  Sumatera  Utara   berubah

dengan 2 (dua) sasaran strategis, jumlah indikator kineria menjadi 16 (enam belas) dan

anggaran sebesar Rp73.636.869.572 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan I Perianjian Kineria Tahun 2024

No SfasaranStrateqis lndikator K[neija Target
1 2 3 4
1. Meningkathya

1
Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi

VVTPTata KelolaPemerintahan diBidangKeuangan Sumatera Utara

2
Persentase Penyelesaian llndak Lanjut Hasil

80%Pemeriksaan BPK Rl pada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

3
Persentase Penyelesajan llndak Lanjut Hasil

100%Pemeriksaan ltjen Kemendagn pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara

4 Persentase Penyelesaian Tindak Larijut H asil
87%Pemeriksaan lnspektorat Provinsi Sumatera Utara

2 Meningkathya
1

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi
3PelaksanaanReformasiBirokrasi Sumatera Utara

2 Level Kapabilitas APIP lnspektorat 3

3 Persentase Perangkat Daerah yang Nilaj Rata-Rata
71,4%Evaluasi SAKIP 2 88

4 Manajemen Risjko 3

5 lndeks Efeklivitas Pengendalian Korupsi 3

6 Monitoring Center for Prevention (MCP) 95%

7 Strategis Nasjonal Pemberantasan Korupsi (Stranas
82,5%PK)

8 Survey Penilaian lntegritas 20Nasiona'

9 Pelayanan Publik 4 BesarNasional

10 Zona lntegritas 41PD

11 Penanganan Pengaduan Masyarakat 81%
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NO
SasaranS'rateqls

lnd lkator KineTia Target
1 2 3 4

12
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang

65%Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit

Pada  bulan  Desember  2024  Perjanjian  Kineria  lnspektur  Provinsi  Sumatera

Utara mengalami perubahan  kedua dengan 2 (dua) sasaran strategis, jumlah  indikator

kineria  menjadi  16  (enam  belas)  dan  anggaran  menjadi  sebesar  Rpl2.857.558.960

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan 11 Perianjian Kineria Tahun 2024

NO
SacaranStra'aals Indikator Klnelja Tanoet

1 2 3 4
1. Meningkatnya

1
Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi

VVTPTata KelolaPemerintahan diBidangKeuangan Sumatera Utara

2
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

80%Pemeriksaan BPK Rl pada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

3
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

100%Pemeriksaan ltjen Kemendagri pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Ufara

4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
87%Pemeriksaan lnspektorat Provinsi Sumatera U(ara

2 Meningkathya
1

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi
3PelaksanaanReformasiBirokrasj Sumatera Utara

2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3

3 Persentase Perangkat Daerah yang Nilai F3ata-Rata
71,4%Evaluasi SAKIP 2 88

4 Manajemen Risiko 3

5 I ndeks Efektivitas Pengendalian Koru psi 3

6 Monitoring Center for Prevention (MCP) 95%

7 Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas
82,5%PK)

8 Survey Penilaian lntegritas 20Nasional

9 Pelayanan Publik 4 BesarNasional

10 Zona lntegritas 41PD

11 Penanganan Pengaduan Masyarakat 81%

12
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang

65%Memiliki Sertifikat Kcahlian Khusus Bidang Audit
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2.3.    Alokasi Anggaran lnspektorat provinsi sumatera utara

Dukungan  anggaran yang  disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran

lnspektorat  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2024  (setelah  perubahan  APBD)  dimana

Belanja Operasi seluruhnya mencapai Rp71.079.830.821,-  yakni terdiri dart:

1.    Belanja pegawai sebesar Rp49.576.838.939,-

2.    Belanja Barang dan Jasa sebesar   Rp,18,687.345.882,-

3.    Belanja Modal sebesar Rp. 2,815,646.882,-

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran lnspektorat Tahun 2024

NO
KODE

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN ANGGARAN
F`EKENING (Rp.)

rs,a -in    ERE,REazN@u`~       ~'`"  -`WEN+`    IS.348.ar]en
-".L~LTrtyL4rtycanrsq IJL-'                            -7

'#       -       ,_.xp,`?118_.ap•r,_:.I.;.,#-._--i______`y,`  L\   i  `'  riRArNSrfuTH   -

2 6. 01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan

59.203.000Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 6. 01. 01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan

40.887.cooPerangkat Daerah

4 6.01.01.1.01.02
Koordjnasi dan Penyusunan Dokumen

15.250.000RKA-SKPD

5 6.01.01.1.01.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan R KA-SKPD

6 6. 01. 01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD -

7 6. oi .oi . 1 .oi .ce
Koordinasi dan Penyusunan Laporan

3.066.OcOCapaian K]nerja dan  lkhtisar Realisasi
Kineria SKPD

8 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.078.129.252

9 6. 01. 01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50.736.909.252

10
Pelaksanaan Penatausahaan dan

311.280.000Pengujjan/ Verifikasi Keilangan SKPD

11 6.01.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan

29.940.000Keuangan Akhir Tahiin SKPD

12 6.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada

25.050.cooPerangkat Daerah

13 6.01.01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik Daerah

25.050.000
pada SKPD

14 6.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat

816.158.000Daerah

15 6. 01. 01.1.05.04
Koordinasj dan Pelaksanaaan Sistem

195.720,000I nformasi Kepegawaian

16 6. 01.01.1.05.05
Monitoring,  Evaluasi, dan Penilaian

3.000.000Ki nerja Pegawai
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NO KODE PROGRAM«EGIATANISIJBKECIATAN ANGGARAN
IREKENING (Rp.)

17 6.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

598.334.000Berdasarkan Tugas dan Fungsi

18 6.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-

19.104. 000Undangan

19 6.01.01.1.06         . Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.302.455.345

20 6.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen lnstalasi

19.986.354Listri k/Penerangan Bangunan Kantor

21 6.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

2.618.025.312Kantor

22 6.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 246.418.938

23 6.01.01 ` 1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 645. 381.280

24 6.01.01.1 `06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan

348. 361 .885Penggandaan

25 6.01.01.1.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

7.100.000Perundang-undangan

26 6.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

1 . 392 . 108. 080Konsultasi SKPD

27 Penatausariaan Arsip Dinamis pada
25.073.496SKPD

28 6`01.01.1.07.05
Pengadaan Barang Milik Daerah

344.024`500Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

29 6.01. 01.1.07.05 Pengadaan Mebel 344.024.500

30 6.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjaiig Urusan

4.624.463.694Pemerintahan Daerah

31 6.01. 01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 103.211.000

32 6. 01. 01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

948.000.000Daya Alr dan Listnk

33 6.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

3.573.252.694Kantor

34 6.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerat`

1.241.235.109Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

35 6.01.01 `1.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

335.567.log
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

36 6.01.01,1.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya

280.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
LaDanaan

37 6.01.01.1.09.08
Pemeliharaan/Rehabilitasj Gedung Kantor

365.900.000dan Bangunan Lainnya
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NO KODE PROGRAM«EGIATAN/SuBKEGIATAN ANGGARAN
REKENING (Rp.)

38 6.01.01.1.09.11
Pemel iharaan/Rehabilitasi Sarana dan

259.768.000Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau  Bangunan Lainnyaid,`ifeae_\fiu©

.__E .         -               ,-.,,---;,,:--:--f-,-i-;-:¥j

.:    J           tat

40 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan lrrfemal 7.754.307.960

41 6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2.722.674.210

42 6.01.02.1.01.02
Pengawasan Keuangan Pemerintah

921.026.000Daerah

43 6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kiner].a 605.900.000

44 6.01.02.1.01.04 Reviu Laperan Keuangan 103.281.250

45 6. 01. 02.1.01.05
Pengawasan Umum dan Teknis 774.200.000KabupatenAIota

46 6. 01.02.1.01.06 Ker)asama Pengawasan lnternal 1.162.054.000

47 6.01.02.1,01.07
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

1.465.172.500Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

48 6.01.02.1.02
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan 2.940.992.000Tujuan Tertentu

49 6.01. 02.1.02.01
Penanganan Penyelesaian Kerugian

157.800.000Negara/Daerah

50 6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.783.192.000

lil-i-:,-:i,.,?         rfuRE.`.I     |J''_'_==   RE OGRAM PEF3UMUSAN KEBlftNDAMPINGANDANA.ASISTENSL+
-E`,  `                 -iey^;;-ffiffi-,,,,

•`;.:fi               - -  -- ----pffffi-aifeRE|£

52 6.01.03.1,01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 295.714.000Pengawasan dan Fasilitasi Pengavrasan

53 6.01.03.1.01.01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 231.264.000Pengawasan

54 6.01.03.1.01.02
Perumusan Kebjjakan Teknis di Bidang 64.450.000Fasilitasi Pengawasan

55 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 1.866.545.000

56 6.01.03.1.02.01
Pendampingan dan Asistensi Urusan 348.000.000Pemerintahan Daerah

57 6.01.03.1.02.02
Pendampingan, Asistensi, Vertfikasi, dan 256.967.000
Penilaian Reformasi  Birokrasi
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NO KODE PROGRAM«EGIATAN/SUBl{EGIATAN ANGGARAN
REKENING (Rp.)

58 6.01.03.1.02.03
Koordinasi,  Monitoring dan Evaluasi serta

1.176. 508. 000Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

59 6. 01.03.1.02.04
Pendampingan, Asistensi dan Verifi kasi

85.070.000Penegakan lntegritas
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BAB   Ill
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1  Capaian KineTia Organisasi Tahun 2024

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapa( tahapan penetapan ,

pengumpulan  data  kinerja  dan  cara  penghitungan/pengukuran  kinerja.  Pengumpulan

data capaian  kinerja diarahkan  unfuk mendapatkan  data  capaian  kinerja yang  akurat,

lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam

rangka  peitiaikan  kinerja  lnspektorat  Provinsi  Sumatera  Utara  tanpa  meninggalkan

prinsip-pn.nsip  keseimbangan  biaya  dan  manfaat,  efisjensi  dan  efektivitas.  Untuk  itu,

dibangun  sistem  informasi  kinerja  yang  mengintegrasikan  data  yang  dibutuhkan  dart

unit-unit  yang  bertanggungjawab  dalam  pencalatan,  secara  terpadu  dengan  sistem

informasi yang ada.  Hal tersebut dilakukan  dengan  mewajibkan  penyampaian  laporan

data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya.

Pengukuran   capaian    kineTja    lnspektorat   dilakukan   dengan    menggunakan

indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kiner]a.

Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari

sistem  informasi  yang  diterapkan  pada  lnspektorat  (laporan  keuangan  dan  laporan

pelaksana kegiatan), dan (2) data ekstemal yang I)erasal dari luar lnspektorat, balk data

premier maupun data sekunder.

Pengumpulan  data capaian  kiner}a  untuk indikator kineria  kegiatan yang terdiri

dari  indikator-indikator  masukan,  keluaran  dan  basil  dilakukan  secara  terencana  dan

sistematis setiap tahun  untuk  mengukur kehematan,  efektivitas,  efisiensi  dan  kualitas

pencapaian   sasaran,   sedangkan   pengumpulan   data   kineria  untuk  lndikator  Kiner]a

Ufama  (lKU)  diukur pada  akhir periode  selesainya  seluruh  program/  kegiatan  dalam

rangka mengukur keberhasilan dari lnspektorat. Pengukuran kjnerja mencakup:

a.     Tingkat pencapaian lndikator Kineria utama yang merupakan tingkat keberhasilan

lnspektorat  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  Aparat

Pengawasan lntem Pemerintah (APIP);

b.     Tingkat   pencapaian   casaran   instansi   pemerintah   yang   merupakan   tjngkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran

yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkap pencapaian sasaran didasarkan pada data basil pengukuran

kinerja kegiatan,
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"Perhitungan Capaian Kinetia"

Perhi(ungan  persentase  pencapaian  target  memperriatikan  karakteristik  komponen

realisasi dalam kondisi:

a.     Semakin  tinggi  realisasi  menunjukkan  pencapaian  kinerja  yang  semakin  baik,

maka digunakan rumus:

b.    Semakin  tinggi  realisasi  menunjukkan  semakin  rendah  pencapaian  kinerja  maka

digunakan rumus:

Capaian    kinerja    merupakan    dasar   dalam    menilai    keberriasilan    ataupun

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lnspektorat Provinsi Sumatera

ufara. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode 2024-2026.

3.1.1  Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil  pengukuran  alas  Perjanjian  Kineija  lnspektorat  Provinsi  Sumatera  Utara

Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO Sasaran Srmegis I ndikator Ki neria Target Reallsasl Capaian

1 2 3 4 5 6
1. Meni ngkathya Tata t Opini BPK teitiadap LKPD VVTP VVTP 100%

Kelola Pemerintah Provinsi
Pemerintahan diBidangKeuangan Sumatera Utara

2. Persentase PenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaanBPKRlpadaPemerintahProvinsiSumateraUfara 80% 80,42% 100,53%
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NO Sa8aran Strategls lndikator Klneria Ta,got Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6
3. Persentase PenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaanltjenKemendagripadaPemen.ntahProvinsiSumateraUtara 100% 100% 100%

4 Persentase PenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaanInspektoratProvinsiSumateraUtara 87% 88,46% 101,88%

2 Meningkathya t Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 91 ,1 5%
Pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi (3,300) (3,008)
Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

2. Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 102,19%
Inspektorat (3,300) (3,270)

3. Persentase Perangkat 70,0% 72,25% 75%
Daerah yang Nilai Rata-RataEvaluasiSAKIP288 (88) (88) (88)

4. Manajemen Rjsiko Level 3(3,000) Level 3(3,000) 100%

5. lndeks Efektivita§ Level 3 Level 3 95,20%
Pengendalian Korupsi (3,coo) (2,856)

6. Moniforing Center forPrevention(MCP) 95% 83,15% 87,53%

7. Strategis NasionalPemberantasanKorupsi(StranasPK) 82,5% 75,50% 91,52%

8. Survey Penilaian lntegritas 20Nasional 33Nasional 60,61 %

9. Pelayanan Publik 4 besarNasional 12Nasional 33,33%

10. Zona lntegritas 41PD 41PD 100%

11. Pena nganan Pengad uanMasyarakat 81% 78,59% 97,02%

12. Persentase TenagaFungsionalPengawasanyangMemilikiSertifikatKeahlianKhususBidangAudit 65% 72,69% 111,83%
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3.1.2  Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhlr

Perbandingan target, realisa§i dan capaian  kinerja tahun 2024 dengan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 diuraikan

pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

No
Sa8arariS'rategis lndikalor Kineria

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 SumberDatf)

Target Reali8asi Capaian Target Realisa§i Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 MeningkatnyaTataKelolaPemerintahandiBidangKeuangan 1 Opini BPK terhadapLKPDPemerintahProvin8iSumateraU'ara VVTP WTP 100% VVTF, VVTP 100% WTP WTP 100% BPK  Rl

2 PersontasePenyele§aian TindakLanjutHesilPemeriksaanBPKF`lpadaPemerintahProvinsiSumateraU'ara 77% 74,67% 96,97% 80% 81,72% 102,15% 80% 80,42% 100,53% BPK RlPerwakilanProvsu

3 PersentasePenyelesaian TindakLanjutHasilPemoriksaanltjenKemondagripadaPemerintahProvinsiSumateraUtara 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% ltjenKemendagri

4 PersentasePenyelesaian TindakLanjutHasilPemeriksaanInspektoratProvinsiSumateraUtara N/A N/A N/A 87% 88,14% 101,3% 87% 88,46% 101,88% lnspektoratProvsu
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No SasaranStra'egis
lndikator Kiner|a

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 SumberData
Target Realisasi Capaian Target Reali§asi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Meningkatnya 1 Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3 100% Level 3 Level 3 100% Level 3 Level 3 91,15% BPKP
Pelak§anaanRefoma§iBfrokra8i Pemenntah DaerahProvjnsiSumateraUtara (3,300) (3,008)

2 Level  Kapabilita§ APIPln§pektorat Level 3 Level 3 100% Level 3 Level 3 100% Level 3(3,300) Level 3(3,270) 102,19% BPKP

3 Persentase Perangkat 90% 90,96% 101,06% 100% 97,62% 97,62% 70,00% 72,25% 75,00% lnspektorat
Daerah yang NilaiBata-RotaEvalua8iSAKIPa88 (88) (88) (88) Prov§u

4 Manajomen Risiko N/A N/A N/A Lovol 3 Level 3 100% Level 3(3.000) Level 3(3,000) 100% BPKP

5 I ndek8  EfeklivitasPena®ndalianKoruDsi N/A N/A N/A Love' 3 Level  3 100% Level 3(3.000) Level 3(2,856) 95,20% BPKP

6 Moniloring Center forPrevention(MCP\ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95% 83,15% 87,53% KPK

7 Strategis  NasionalPemberantasanKorupsi(StranasPK) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82,5% 75,50% 91,52% KPK

8 Survey  Penilaian'nteqrilas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20Na§ional 33Nasional 60,61% KPK

9 Pelayanan  Publik N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 besarNa8ional 12Nasional 33,33% OmbudsmanRl

10 Zona  lntegritas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 41PD 41PD 100% lnspektoratProvsu

11 PenangananPenaaduanMasvarakat 7T®/a 79% 109,72% 80% 83% 103,75% 81% 78,59% 97,02% lnspektoratProvsu

12 Persentase TenagaFungsionalPengawasanyangMemilikiSerlifikatKeahlianKhususBidangAudit 40% 64,90% 162,Z5% 60% 36% 54,55% 65% 72,69% 111,83% lnspektora(Prov§u
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3.1.3  Perbandingan   Realisasi   Kinerja   Sampai   Dengan   Tahun   2024   Dengan   Target

Jangka   Menengali   Yang   Terdapat   Dalam   Dokumen   Perencanaan   Strategis

Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka

menengah  yang  terdapat  pada  dokumen  perencanaan  strategis  lnspektorat  Provinsi

Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pert)andingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

NO
SasaranStrategis

I ndikator Kineria
RealisasiKinerja Target Jangka Menengah Renstra

2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkathya 1 Opini BPK terhadap VVTP VVTP VVTP VVTP
Tata Kelola LKPD Pemerintah
PemerintahandiBidangKeuangan Provinsi Sumatera Utara

2 Persentase PenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaanBPKRlpedaPemerintahProvinsjSumateraUtara 80,42% 80% 82% 85%

3 Persentase PenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaanltjenKemendagripadaPemerintahProvinsiSumateraUtara 100% 100% 100% 100%

4 Persentase PenyelesaianTindakLanjutHasjlPemeriksaanlnspektoratProvinsiSumateraUfara 88,46% 87,5 91 93,75

2- Meningkahya 1 Level Matuntas SPIP Level 3 3,30 3,60 3,90
Pelaksanaan Pemerintali Daerah
RefomasiBirokrasi Provinsi Sumatera Utara

2 Level Kapabilitas APIPlnspektorat Level 3 3,2 3,4 3,6

3 Persentase Perangkat 92,68% 70,00% 72,25% 75,00%
Daerah yang Nilai Rata-RataEvaluasiSAKIP288 (88) (88) (88)

4 Manajemen Risiko Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

5 lndeks EfektivitasPengendalianKorupsi Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

6 Monitoring Center forPrevention(MCP) 83,15% 95% 95% 95%

7 Strategis NasionalPemberantasanKorupsj(StranasPK) 75,50% 82.5% 85% 85%

8 Survey Penilaian 33 20 20 20
lntegritas Nasional Nasional Nasional Nasional
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NO
SasaranStrategis

lndikator Kinerja RealisasiK,neria Target Jangka Menengah Renstra
2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7

9 Pelayanan Publik 12 Besar 4 Besar 4 Besar 4 Besar
Nasional Nasional Nasional Nasional

10 Zona lntegritas 41PD 41PD 41PD 41PD

11 Penanganan PengaduanMasyarakat 78,59% 81% 83% 85%

12 Persentase TenagaFungsionalPengawasanyangMemilikiSertifikatKeahlianKhususBidangAudit 72fyfy®h 65% 70% 75%

3.1.4 Membandingkan Realisasi KinerjaTahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan  Realisasi Kine¢aTaliun  2024 dengan  Standar Nasional  disajikan

pada tabel berikut:
Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi KineriaTahun 2024 dengan Standar Nasional

NO Sasaran Strategis lndikator Kineria RealisasiKiner]a StandarNasionavprovinsi

1 2 3 4 5

1. Meni ngkamya Tata 1 Opini BPK terhadap LKPD VVTP -VVTP =  Provinsi

Kel ol a Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara D'Y
di Bidang Keuangan -VVTP = ProvinsiJawaBarat

2 Persentase Penyelesaian Ti ndak 80,42% -91,12% =
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl Provinsi  DIY

pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara

3 Persentase Penyelesaian Tindak 100% 70% = Provinsi
Lanjut Hasjl Pemeriksaan ltjen DIY
Kemendagri pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara

4 Persentase Penyelesajan Tindak 88,46% - 91,69 = Provinsl
Lanjut Hasil Pemenksaan lnspektorat DIY
Provinsi Sumatera Utara

2. Meningkathya 1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Level 3 - Level 3 (skor
Pelaksanaan Daerah Provinsi Sumatera Utara 3,00) = Provinsi
Reformasi Birokrasi Jawa Tenaah

2 Level Kapabilitas APIP lnspektorat Level 3 - Level 3 = ProvinsiDIY-Level3=ProvinsiJawaTenciah

3 Persentase Perangkat Daerah yang 92,68% lndi kator te rsebut
Nilai Rata-Rata Evaluasi §AKIP 2 88 tidak digunakanolehProvinsilain

4 Manajemen Risiko Level 3 - Level 3 = ProvinsiJawaTenaah
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No Sasaran Strategi s lndikator Kineria
F3ealisasiKinerja StandarNasional/Provinsi

1 2 3 4 5
5 I ndeks Efektivitas Pengendalian Level 3 - Level 3 = Provinsi

Korupsi Jawa Tengah
6 Monitoring Center for Prevention 83,15 -88 = Provinsi  DIY

(MCP) -80,84 = ProvinsiJawaTenaah

7 Strategis Nasional Pemberantasan 75,50 - 98,29 = Provinsi
Korupsi (Stranas PK) Jawa Tengah

8 Survey Penilaian lntegritas 33Nasional(58,55) -74,6 = ProvinsiDIY•79,47=ProvinsiJawaTengah-71,53=SPINasional

9 Pelayanan Publik 12 BesarNasional(Nilai92,17) - 1 1  Besar = Prov.KalimantanUtara(Nilai92,92)-13Besar=Prov.DKIJakarta(Nilai92.15)

10 Zona lntegritas 41PD I ndi kator terse buttidal(digunakanolehProvinsilain

11 Pena nganan Pengaduan Masyarakat 78,59% lndjkatortersebuttidakdigunakanoleliProvinsilain

12 Persentase Tenaga F ungsional 72,69% I ndikator terse but
Pengawasan yang Memiliki Sertifikat tidak digunakan
Keahlian Khusus Bidang Audit oleh  Provinsi lain

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kineria

Serta Altematjve Solusi Yang Telah Dilakukan

Sasaran  strategis  1.  Meningkatnya  Tata  Kelola  Pemerintarian  di  Bidang

Keuangan  memiliki   4   (empat)   indikator   kineria,   yaitu   Opini   BPK   terhadap   LKPD

Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara,  Persentase  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil

Pemeriksaan    BPK   Rl    pada    Pemerintah    Provinsi    Sumatera    utara,    Persentase

Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan   ltjen  Kemendagri  pada  Pemerintah

Provinsi    Sumatera    Utara    dan    Persentase    Penyelesaian    Tindak    Lanjut    Hasil

Pemeriksaan lnspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Masing-masing     analisis     penyebab     keberfuasilan/kegagalan     serta     solusi

altemative yang telah dilakukan sebagai berikut:

I.1.     Indikator Kineria  Opini  BPK terhadap LKPD  Pemerintah  Provjnsi  Sumatera

Utara.

Target  Tahun  2024  Wajar  Tanpa  Pengeoualian   (WTP),   Realisasi  WTP

merupakan  ke-11  kali  berturut-turut,  Capaian  ini diperoleh  berdasarkan  Laporan
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Hasil Pemeriksaan Atas Laporan  Keuangan  BPKI Rl, dimana menurut opini BPK,

laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan secara wajar,

dalam semua hal yang maten.al, posisi keuangan tanggal 31  Desember 2024, dan

realisasi anggaran,  perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arms kas serta

perubahan   ekuitas  untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  tersebut,   sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk   memperoleh   keyakinan   yang   memadai   afas   kewajaran   laporan

tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern

dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan meraili opini WTP didukung oleh beberapa faktor kunci:

o   Komitmen Kepala Daerah yang Kuat;

o   Kualitas Sistem Pengendalian lntem yang Balk;

o   Kapasitas SDM yang Kompeten;

o   Koordinasi yang lntensif antar Perangkat Daeran;

o   Pemanfaatan Teknologi lnfomasi;

o   Sosialisasi dan Pelatihan Berkala.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun  opini WTP berhasil dipertahankan, beberapa faktor penghambat

potensial yang dapat munoul adalah;

o   Kompleksitas Transaksi Keuangan;

c>   Perubahan  Regulasi Pemerintah;

o   Keterbatasan waktu penyusunan laporan dapat mempengaruhi kualitasnya ;

o   Keterbatasan lnfrastruktur Teknologi.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan opini VVTP di tahun-tahun mendatang, solusi berikut

telah dan akan dilakukan:

c>   Persiapan yang Lebih Awal;

o   Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan;

o    Penguatan  Sistem Digital;

o    Koordinasi lntensif dengan BPK;

o   Review lntemal yang Ketat;

o   Penyusunan prosedur Tetap (SOP).

I.2.     Indikator Kineija persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan

BPK RI pada Pemerintali Provinsi Sumatera Utara.

Target tahun  2024 adalah 80%,  Realisasi 80,42%, dengan  tjngkat capaian

100,53%   dari   target.   Capaian   ini   diperoleh   dari   jumlah   rekomendasi   hasil
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pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 2.226 rekomendasi, dengan rincjan

tindak lanjut:

o   Rekomendasi Sesuai sebanyak 1.762 rekomendasi;

o   Rekomendasi Belum Sesuai sebanyak 421  rekoniendasi;

o   Rekomendasi Belum Di{indaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi;

o   Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi.

Berdasarkan  hal  diatas tersebut,  pencapaian  penyelesaian  TLHP  BPK  RI

pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  sampai  dengan  Tahun  2024  yaitu

sebanyak  1.791  rekomendasi  (rekomendasi  sesuai  +  rekomendasi  tidak  dapat

ditlndaklanjuti), sehingga persentase penyelesaian TLHP BPK Rl sebesar 80,42%.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung kel)elhasilan pencapaian target:

o   Peran Aktif lnspektorat sebagai Pengawas lntemal;

o   Monitoring Berkala oleh  lnspektorat;

o   Sinergi dan  Koordinasi lntensif dengan BPK;

o   Responsivitas dan Komitmen Perangkat Daerah;

o   Sistem Pelaporan yang Terstrukfur;

o   Kultur Akuntabilitas yang Terbangun.

• Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan adalah:

o   Kompleksitas Rekomendasi;

o   Keterbatasan sumber Daya;

o    Koordinasi yang  Rumit;

o   Keteriambatan Dokumen Pendukung,

• Solusi yang Dilakukan

Unfuk  meningkatkan  capaian  di  tahun  berikutnya,  solusi  beriku( telah  dan

akan dilakukan:

o   Peningkatan  Frekuensi Monitoring;

o   Pendampingan Teknis kepada Perangkat Daerah;

o   Penguatan Koordinasi dengan BPK;

o   Penyediaan Panduan Penyelesaian Rekomendasi;

o   lntegrasi dengan Sistem Digital.
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I.3.     Indikator Kinerja persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan

ltien Kemendagri.

Target tahun  2024  adalah  lco%,  Realisasi  100%,  dengan  tingkat capaian

100%    dart   target.    Capaian    ini   diperoleh    dari    Jumlah    rekomendasi    hasil

pengawasan    lnspektorat   Jenderal    Kemendagri    pada    Pemerintah    Provinsi

Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 22 rekomendasi,  dengan

rincian sebagai berikut:

o     Jumlah Rekomendasi ltjen Kemendagri Yang selesai = 22;

o     Total Rekomendasi ltjen Kemendagri = 22.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

o   Kepemimpinan yang Responsif dan Berkomitmen;

o   Sinergi antara lnspektorat dan Perangkat Daerah;

o   Dukungan Anggaran yang Tepat Waktu dan Memadai;

o   Proses Pemantauan yang Sistematis.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun target tercapai 100%. beberapa faktor penghambat potensial yang

umum    teriadi    dalam    penyelesaian    tindak    lanjut    hasil    pemeriksaan    ltjen

Kemendagri adalah:

o   Kompleksitas Rekomendasi;

o   Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);

o   Koordinasi Antar-Perangka( Daerah;

o   Keterlambatan Penyediaan Dokumen  Pendukung.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan  capaian  100%  di  tahun  berikutnya,  solusi  berikut

telah dan akan dilakukan:

o   Peningkatan  Kapasitas SDM melalui Pelatihan;

o   Penguatan Forum Koordinasi Rutin;

o   Optimalisasi Sistem Digital untuk Pelacakan:

o   Penyusunan Panduan Praktis;

o    Evaluasi Berkala oleh  Pimpinan.
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I.4.     Indikator Kinerja persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pem®riksaan

lnspektorat Provinsi Sumatera Utara

Target tahun 2024 adalah 87%,  Realisasi 88,46%, dengan  tjngkat capaian

101,88% dari target. Capaian ini diperoleh dali label berikut:

TLH P lnspektomtProvsuPada Rekomendasi

Jumlah Selesal Belum Selesai P®rsentase

Kabupatenmota 8.100 7.058 1.042 87,14%
Dana Desa 1 . 1 60 915 245 78,88%
Perangkat Daerah 6.505 5.996 509 91,71%

Dana BOS 2.894 2.566 328 88,67%
Total 18.659 16.605 2.154 88,46%

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

o   Komitmen lnspektur Provinsi Sumatera Utara

o   Respons positif dari pihak Terkait;

o   Keria Sama yang Baik antara Tim Pemantauan dan Pihak Terkait;

o   Dukungan Anggaran yang Memadai;

o   Budaya Akuntabilitas yang Terbangun.

• Faktor Pengliambat Potensial

Meskipun target terlampaui, beberapa faktor penghambat yang umum terjadi

dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal adalah :

o   Kompleksitas Temuan Pemeriksaan;

o   Keterbatasan Sumber Daya di Perangkat Daerah;

o   Koordinasi yang Rumit;

o   Keteriambafan Penyediaan  Dokumen Pendukung.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  capaian  di  tahun  berikutnya,

solusi berikut telah dan akan dilakukan:

o   Peningkatan Frekuensi Pemantauan;

o   Pendampingan Teknis kepada Perangkat Daerah;

o    Penguatan  Forum Koordinasi;

o   Penyediaan Panduan Penyelesaian Rekomendasi;

o    lntegrasi dengan Sistem Digital.

Sasaran strategis 2. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki

12 (dua belas) indikator kineria, yaitu Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera  Utara,  Level  Kapabilitas  APIP  lnspektorat,  Persentase  Perangka(  Daerah
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yang   Nilai   Rata-Rata   Evaluasi   SAKIP  a  88,  Manajemen   Risiko,   lndeks  Efektivitas

Pengendalian   Korupsi,   Monitoring   Center  for  Prevention  (MCP),   Strategis  Nasional

Pemberantasan  Korupsi  (Stranas  PK),  Survey  Penilaian  lntegritas,  Pelayanan  Publik,

Zona    lntegritas,    Penanganan    Pengaduan    Masyarakat   dan    Persentase   Tenaga

Fungsional  Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian  Khusus Bidang Audit.

Masing-masing analisis penyebab kebemasilaM{egagalan serta solusi altematif

yang telah dilakukan sebagai berikut:

11.1.    IndikatorKinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerali Provinsi Sumatera

Utara

Target  tahun  2024  adalah  Level  3  (Skor  3,300),  Realisasi  Level  3  (Skor

3,008)   dengan   tingkat  capaian   91,15%  dari   target.   Capaian   ini   berdasarkan

evaluasi  atas  Mafuritas  Penyelenggaraan  SPIP  Terintegrasi  pada  Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan bahwa capaian

Nilai   Maturitas   Penye[enggaraan   SPIP   Pemerintah   Provinsi   Sumatera   Utara

Tahun  2024  sebesar  3,008.  Dimana  nilai  skor  tersel)ut  diperoleh  dari  capaian

periode   penilaian   01   Juli   2023   sampai   dengan   30   Juni   2024   dengan   nilai

komponen sebagai berikut:

o   Penetapan Tujuan = 1,200;

o   Struktur dan Proses = 0,908;

o   Pencapaian Tujuan = 0,900.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

o   Aktivasi dan  lntensifikasi Keria Satgas SPIP;

o   Kepemimpinan yang Proaktif dan Komitmen Tinggi;

o   Pendampingan dan Dukungan Teknis dari BPKP;

o   Keria Keras dan Sinergi Tim Satgas SPIP;

o   Fokus pada Perbaikan Berkelanjutan.

• Faktor Penghambat Potensial

Beberapa   faktor   penghambat   yang   umum   terjadi   dalam   peningkatan

maturitas SPIP adalah:

o   Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas SDM;

o   Kompleksitas Proses dan Dokumen;

o   Dinamika Perubahan Regulasi;

o   Keterbatasan Anggaran dan lnfrastruktur.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  level  maturitas  SPIP  ke  level

yang lebih tinggi (Level 4 atau 5), solusi berikut dapat dilakukan:
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o   Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan;

o   Penyederhanaan Proses dan Dokumen;

o   Penguatan Kolaborasi dengan BPKP;

o    lntegrasi dengan Sistem Digital;

o   Review dan Update Prosedur secara Berkala.

11.2.    Indikator Kineija Level Kapabilitas APIp lnspektorat

Target  tahun  2024  adalah  Level  3  (Skor 3,300),  Realisasi  Level  3  (Skor

3,270)  dengan   tingkat  capaian   102,19%  dart  target.  Capaian  ini  berdasarkan

evaluasi  atas  Penilaian  Mandiri  Kapabilitas  lnspektorat Provinsi  Sumatera  Utara

yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)

menunjukkan  bahwa  lnspektorat Provinsi  Sumatera  Utara  berada  pada  Level  3

dengan  skor  3,27  untuk  seluruh  elemen  kapabilitas  APIP  sebagaimana  tabel

berikut:

No Elemen Level Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Ehab/e4
1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 3 0,63
2 Prakti k Profesional 4 0,72
3 Akuntabilitas dan Manajemen Kineria 3 0,18

4 Budaya dan Hubungan Organisasi 3 0,18

5 Struktur Tata Ke[ola 3 0,36
Komponen Aktivitais Penga\Arasan (Dofiveqo dan Kualitas Pengawasan
6 Peran dan Layanan 3 1,2

Si mpu[an Entltas 3 3,27

I Faktor Pendukung Keberliasjlan

Faktor-faktor yang mendukung keberf`asilan pencapaian target:

o   Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fungsional Auditor dan P2uPD;

o   Pemeriksaan yang Sesuai Standar;

c>    Kolaborasi dan Koordinasi Tim yang Solid;

o   Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan;

o    Komitmen pimpinan.

• Faktor Pengliambat Potensial

Meskipun  tidak disebutkan  secara  eksplisit,  beberapa  faktor  penghambat

yang umum terjadi dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah:

o   Keterbatasan Anggaran;

o    Dinamika Regulasi;

o   Keterbatasan SDM Berkualitas;

o   Kompleksitas Objek Pengawasan.
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• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  level  kapabilitas APIP  ke  level

yang lebih tinggi (Level 4 atau 5), solusi berikut dapat dilakukan:

o   Pengembangan Kapasitas SDM Berkelanjutan;

o   Pemanfaatan Teknologi lnformasi;

o   Penguafan Jejaring dan Kolaborasi;

o   Review dan Penyempumaan Prosedur;

o   Peningkatan Alokasi Anggaran.

11.3.    Indikator Kineria persenfase perangkatDaerali yang Nilai Rata-Rata Evaluasi

SAKIP i 88

Target tahun 2024 adalah 70,0%, Realisasi 92,68%, dengan tingkat capaian

132,40% dari target. Capaian ini diperoleh dari  Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

o     Jumlan perangkat Daerah Yang Dievaluasi = 41 ;

o     Jumlah perangkatDaerah Njlai SAKIP EBB = 38;

o     Jumlah perangkat Daerah Nilai SAKIP AA= 4;

o     Jumlah perangkat Daerah Nilai SAKIP A = 6;

o     Jumlah  perangkat Daerah Nilai SAKIP BB = 28;

o     Jumlah  perangkat Daerah Nilai SAKIP B =3.

Evaluasi  dilakukan  berdasarkan  empat  komponen  dengan  bobot  tertentu:

Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kineria (15%),

dan  Evaluasi AKIP lntemal (25%).

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberriasilan pencapaian target:

o   Kepemimpinan yang Visioner dan Supportif;

o   Fokus pada Perbaikan Berkelanjutan;

o    Pendampingan  lntensif oleh Tim Evaluasi SAKIP;

o   Kolaborasi dan Koordinasi yang Efektif;

o   Peningkatan Kapasitas SDM.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun  tidak disebutkan  secara  eksplisit,  beberapa  faktor penghambat

yang umum terjadi dalam penerapan SAKIP adalah:

o   Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas SDM;

o   Kompleksitas Dokumen SAKIP;

o   Perubahan Regulasi dan Kebijakan;

o   Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.
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• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  capaian  di  tahun  berikutnya,

solusi berikut telah dan akan dilakukan:

o   Pendampingan yang Berkelanjutan;

o   Sosialisasi dan Pelatihan Berkala;

o   Penyederhanaan Proses dan Template;

o   Penguatan  Sistem Digital;

o   Reward and Punishment Mechanism.

11.4.    Indikator Kineria  Manajemen  Risiko

Target  tahun  2024  adalah  Level  3  (Skor 3,000),  Realisasi  Level  3  (Skor

3,000),   dengan   tingkat   capaian   100%   dari   target.   Capaian   ini   Berdasarkan

evaluasi  atas  lndeks  Penerapan  Manajemen  Risiko  pada  Pemerintah  Provinsi

Sumatera  Utara  yang  dilakukan  oleh  BPKP  menunjukkan  bahwa  capaian  nilaj

lndeks Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Sumatera utara Tahun

2024 sebesar 3,000. Dimana nilai tersebut diperoleh dari Tabel berikut:

Area/Komponen Bobot Skor Nilai

Perencanaan 40,00% 1,ZOO

Kual itas Perencanaan 40.00% 3,00 1,200

Kapaballtas 30,00% 0,goo
Kepemimpinan 5,00% 3,00 0,150

Kebijakan Manajemen Risiko 5,00% 3,00 0,150

Sumber Daya Manusia 5,cO% 3,00 0,150

Kemitraan 2,5% 3,00 0,075
Proses Manajemen Risiko 12,5% 3,00 0,375

Hasil 30.00% a,goo
Aktivitas Penanganan Risiko 18,75% 3,00 0,563
Outcomes 1 1 ,25% 3,00 0,338

Total 100'00% 3,000

• Faktor Pendukung I(eberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung kebert`asilan pencapaian target:

o   Kemampuan ldentifikasi Risiko oleh Perangkat Daerah;

o   Pendampingan yang Proaktif dart Tim lnspektorat;

o   Ketersediaan Anggaran yang Memadai.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  berdasarkan   praktik  umum,

faktor penghambat yang mungkin dihadapi adalah:

o   Variasi Pemahaman dan Kapasitas SDM;

o   Kompleksitas Dokumen dan Prosedur;

o   Perubahan  Lingkungan dan Dinamika Risiko;
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o   Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  level  kematangan  manajemen

risiko ke level yang lebih tinggi (Level 4 atau 5), solusi berikut dapat dilakukan:

o   Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan;

o   Penyederhanaan Proses dan Tools;

o   lntegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;

o   Membangun Kultur sadar Risiko;

o   Monitoring dan  Evaluasi Berkala.

11.5.    Indikator Kineria lndeks Efektivitas Pengendalian Korupei

Target  tahun  2024  adalah  Level  3  (Skor 3,000),  Realisasi  Level  3  (Skor

2,856),   dengan   tingkat   capaian   95,20%   dart   target.   Capaian   ini   diperoleh

berdasarkan    Laporan    Hasil    Evaluasi    afas    Hasil    Penilaian    Mandiri    SPIP

Terintegrasi  pada   Pemerinfah   Provinsi   Sumatera   Utara  Tahun   2024  dengan

Nomor PE.09.03/LHP-704flJW02/3.1/2024 tanggal 27 Desember 2024,  diketahui

bahwa  skor  lEPK  Provinsi  Sumatera  Utara  adalah  2,856  sebagaimana  tabel  di

bawah ini:

Pilar Level Bobof Nilai

Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 48,00% 1,440
Kebijakan Antikorupsi 3,00 9,60% 0,288
Seperangkat Sistem Anti korupsi 3,00 7,20% 0,216
Dukungan Sumber Daya 3,00 7,20% 0,216
Power (Kuasa & Wewenang) 3,00 14,40% 0,432
Pembelajaran Antikorupsi 3,00 9,60% 0,288

penerapan strategi pencegalian 36,00% 0,936
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi 3,00 9,00% 0,270
Saluran  Pelaporan  lnternal  Yang  Efektif 3,00 3,60% 0,108Dan Kredibel
Kepemimpinan Etis 3,cO 9,00% 0,270
I ntegritas Organisa§ional 3,00 7,20% 0,216
Iklim  Etis Prinsip 3,00 7,20% 0,072

Penanganan Kejadian Korupsl 16,00% a,480
lnvestigasi 3,00 8,00% 0,240
Tindakan Korekff 3,00 8,00% 0,240

Total 100,00% 2,856

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

o   Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan oleh lnspektorat;

o   Peran Pemerintah Provinsi sebagai Tuan Rumah Kegiatan KPK;

o   Komitmen  lnspek(ur dalam Pencegahan Korupsi;

o   Ketersediaan Anggaran yang Memadai.
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• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  beberapa  faktor  penghambat

yang umum teriadi dalam pengendalian korupsi adalah:

o   Budaya Organisasi yang Belum Sepenuhnya Anti-Korupsi;

o   Kompleksitas Koordinasi Antar Lembaga;

o   Perubahan Modus Korupsi yang Semakin Beragam.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  level  indeks  di  masa  depan,

solusi berikut dapat dilakukan:

o   Penguatan Sistem Pelaporan dan  Whi.st/eb/OWT.ng;

o   Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan Khusus;

o   lntegrasi Data dan Teknologi lnformasi;

o   Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan.

11.6.    Indikator Kinerja Monitoring center for prevention (MCP)

Target tahun  2024 adalah  95%,  Realisasi 83,15%, dengan  tingkat capaian

87,53% dari target.  Penilaian dilakukan berdasarkan  hasil verifikasi MCP  pada  8

(delapan) area intervensi berikut:

o     Perencanaan =62.56%;

o     Penganggaran =83.85%;

o     Pengadaan Barang dan Ja§a = 92.9008 %;

o     Pelayanan  publik = 92.125 %:

o     Pengawasan APIP = 83.5575 %;

o     ManajemenASN =85.8412%;

o     Pengelolaan  BMD =79.3125%;

o     Optimalisasi pajak Daerah = 85.15 %;

o     Total verifikasi MCP Tahun 2024 = 83,15%.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberriasilan pencapaian realisasi:

o   Koordinasi dan  Kolaborasj  lntensif;

o    Monitoring Berkelanjutan melalui Aplikasi jaga.id;

o   Dukungan dari Satgas KPK Rl;

o   Kepemimpinan Proaktif dan Komitmen.

• Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan target 95% tidak tercapai:

o   Keterlambatan dalam Penyediaan Ev7'dence,.

o   Kompleksitas Administratif;

o   Koordinasi yang Masih Terfragmentasi.
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• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian MCP di tahun  berikuthya, solusi berikut telah

dan akan dilakukan:

o   Pendampingan Khusus untuk Perangkat Daerah;

o    Sosialisasi dan Pelatihan  Berkala;

o    Simplifikasi proses;

o   Penguatan lntemal Auditor;

o   Reward and Punishment Mechanism.

11.7.    Indikator Kinerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)

Target tahun 2024 adalah 82,5%, Realisasi 75,50%, dengan tingkat capaian

91,52% dari target. Nilai Stranas PK Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara Tahun

2024 diperoleh dari empat Aksi:

o   Aksi  1  Peta nilai 50%;

o   Aksi 6 Perencanaan Penganggaran nilai 90%;

o   Aksi 7 PBJ nilai 95,02%;

o    Aksi  10  NIK nilai  67%.

Indikator    Strategi     Nasional     Pemberantasan     Korupsi     (Stranas     PK)

merupakan  dokumen  kebijakan nasional yang  mengarahkan  upaya pencegahan

komupsj secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

• Faktor PendukLing Keberhasilan

Berdasarkan   capaian   relatif   yang   tinggi    (91,52%   dari   target),   faktor

pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

o   Kepemimpinan yang Responsif;

o    Kolaborasi dan Koordinasi yang Efektif;

o   lntegrasi dengan Program Daerah;

o   Dukungan Regulasi dan Kebijakan;

o   Monitoring dan  Evaluasi Berkala.

• Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama adalah :

o   Keterlambatan dalam Penyusunan/Penyelesaian Dokumen RTRW

o   Kompleksitas Kcordinasi Muffl.-Sfakeho/der

o    Kendala Teknis dan AdministTatif;

o    Dinamika Politik dan  Kebijakan.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian Stranas PK di tahun berikutnya, solusi berikut

direkomendasikan:

o   Percepatan Penyelesaian RTRW;
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o   Penguatan Koordinasi dengan KPK;

o   Pendampingan Teknis bagi OPD Terkait;

o   lntegrasi dengan Sistem Perencanaan Daerah;

o   Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik.

11.8.    Indikator Kineria Survey Penilaian lntegn.tag (Spl)

Target  tahun  2024  adalah  20  Nasional,   Realisasi  33  Nasional,  dengan

tingkat  capaian   60,61%  dari  target.   Capaian   ini   berdasarkan   hasil   SPI  yang

disampaikan KPK RI pada hart Rabu tanggal 22 Januari 2025 nilai SPI Pemprovsu

tahun 2024 adalah 58,55, Angka tersebut merupakan hasil penghitungan skor dari

responden internal, ekstemal dan eksper (pakar).

Skor turun sebanyak 7,82 poin dart tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara saat ini berada dalam Kategori Rentan.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Meskipun  target tidak tercapai,  peringkat 33  nasional  masih  menunjukkan

performa yang relatif balk. Faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

o   Upaya Peningkatan lntegritas yang Berkelanjutan;

o   Koordinasi dengan KPK;

o   Transparansi  lnformasi Publik;

o   Program Pencegahan yang Proaktif;

o   Respon Cepat terfuadap Kasus Korupsi;

o   Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan.

• Faktor Penghamhat

Berdasarkan  analisis  kegagalan  yang  disebutkan  (adanya  kasus  korupsi

yang   dilakukan   oleh   Pejabat   Pimpinan   Tinggi   Pratama),   faktor  penghambat

utamanya adalah:

o   Dampak Kasus Korupsi Pejabat Tinggi;

o   Dampak Psikologis dan Reputasi;

o   Ketert)atasan dalam Pengendalian Perilaku lndividu;

o    Efek Multiplier dart Kasus Korupsi.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk   meningkatkan   capaian   Spl   dj   tahun   berikutnya,   solusi   berikut

direkomendasikan:

o   Penguatan Pengawasan  lnternal;

o   Penegakan Hukum yang Tegas;

o   Revitalisasi program Anti-Korupsi;

a   Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas;

o   Pemulihan  Reputasi lnstitusi;
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o    lntegrasi Hasil Spl ke dalam Kebijakan.

11.9.    Indikator Kinerja pelayanan  publik

Target tahun 2024 adalah 4 besar Nasional, Realisasi  12 Nasional, dengan

tingkat  capaian  33,33%  dari  target.  Capaian  ini  berdasarkan  Surat  Keputusan

Ketua  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor 252  Tahun  2024  Tentang  Hasil

Penilaian   Kepatulian   Penyelenggaraan   Pelayanan   Publik  Tahun   2024   (Opini

Pengawasan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik) dengan  ha§il penilaian tingkat

Pemenntah Daerah Provinsi sebagai berikut:

o     lnstansi = Pemerintah provinsi sumatera utara;

o      Nilai=92,17;

o     Zona=Hijau;

o     Kategori=A;

o     Opini = KualitasTertinggi.

• Faktor Pendukung Keberliasilan

Meskipun target peringkat tidak tercapai, peningkatan nilai dari 3,5 menjadi

3,9 (Zona Hijau) menunjukkan adanya perbaikan kualitas. Faktor pendukung yang

dapat diidentifikasi adafah :

o   Peningkatan Kualitas Pelayanan;

o   Komitmen Perangkat Daerah;

o   Kolaborasi Antar perangkat Daerah;

o   Dukungan Teknologi;

o   Sosialisasi dan Pelatihan

• Faktor Penghambat .

Berdasarkan  analisis  kegagalan  pemasalahan  tahun  2024  indikator  dart

menteri semua berubah , faktor penghambat utamanya adalah:

o   Perubahan  lndikator penilaian;

o   Ketidaksiapan dalam lmplementasi;

o   Keterbatasan waktu Adaptasi;

o   Konsistensi Kebijakan.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk  meningkatkan  capaian  pelayanan  publik di  fahun  berikutnya,  solusi

berikut direkomendasikan:

o   Pemantauan Perubahan Kebijakan Secara Proaktif;

o   Sosialisasi dan Pelatihan lntensif;

o   Review dan Penyesuaian Prosedur;

o   Penguafan Sistem Digital:

o   Benchmarking dengan Daerah Lain;
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o   Koordinasi dengan KemenpAN RB.

11.10.  Indikator Kineria Zona lntegritas

Target tahun 2024 adalah 41  PD, Realisasi 41  PD, dengan tingkat capaian

100% dari target.

Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  selalu  berupaya  untuk  membangun

Zona  lntegritas  (Zl) Wilayah  Bebas Korupsi  (WBK) dan  Wilayah  Birokrasi  Bersin

dan   Melayani   (WBBM)   pada   Perangkat   Daerahrunit   Kerja   yang   ada   untuk

menciptakan   instansi   pemerintah   yang   bersih   dan   melayani   dan   mengubah

paradigma birokrasi yang klasik menjadi dinamis dan komprehensif.

Tahun   2024   lnspektorat   Provinsi   Sumatera   Utara   telah   melaksanakan

evaluasi afas Pembangunan Zona lntegritas pada 5 (lima) Perangkat Daerah/Unit

Keria di Pemeiintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

o   UPTD.   Pengelolaan   Pendapatan   Daerah  Medan  Selatan   Bapenda   Provsu

Tahun 2024;

o   Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu Tahun 2024;

o   UPTD Khusus RSU Haji Medan Provsu Tahun 2024;

o    SMK Negeri  1  Beringin  Kabupeten Deli Serdang Tahun  2024;

o   SMK Negeri 7 Medan Tahun 2024.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

o   Pendorongan Perangkat Daerah;

o   Komitmen  Pimpinan  Daerah;

o   Kolaborasi dengan KPK dan Multi-Pihak;

o   Ketersediaan Panduan dan  Too/s,.

o   Monitoring dan  Evaluasi Berkala.

• Faktor Penghambat Potensial

Faktor  penghambat  yang  umum  terjadi  da[am  program  Zona   lntegritas

adalah:

o   Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);

o   Kompleksitas Dokumen dan Proses;

o   Perubahan Kebijakan dan Standar Penilaian;

o   Budaya Organisasi yang Belum Sepenuhnya MendukLlng.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Zona lntegritas di tahun

berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

o   Pendampingan  lntensif;

o   Sosialisasi dan Pelatihan Berkala;
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o   Penyederhanaan proses;

o   Penguatan  lntemal Auditor;

c,   Reward and Punishment Mechanism.

11.11.  Indjkator Kjnerja Penanganan Pengaduan Masyarakat

Target tahun  2024 adalah  81 %,  Realisasi 78,59%, dengan  tingkat capaian

97,02% dari target. Capaian ini diperoleh dart:

o   Total pengaduan Masyarakat = 369

o   Jumlah Pengaduan Masyarakat yang d;itangani = 290;

o   Jumlah Pengaduan Masyarakat Dalam Proses = 57.

I Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung kebeinasilan pencapaian target:

o   Peningkatan  Kapasifas SDM melalui Pelatihan;

o   Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai;

o   Peninjauan dan Perbaikan Standar Pelayanan;

o   Koordinasi dengan Mitra Kerja.

• Faktor Penghambat Potensial

Beberapa   faktor   penghambat   yang   umum   teriadi   dalam   penanganan

pengaduan maeyarakat adalah:

o   Kompleksitas Kasus;

o   Keterbatasan Sumber Daya Manusia;

o   Kendala Koordinasi dengan  lnstansi Lain;

o   Anonimitas pengadu.

I Solusi yang Dilakukan

Untuk   meningkatkan   capaian   di   tahun   berikutnya,   solusi   berikut   akan

dilakukan:

o    Optimalisasi Teknologi lnformasi;

o   Penambahan SDM Khusus;

o   Peningkatan Kapasitas lnvestigasi;

o   Memperkuat Jejaring dengan Mitra Keria;

o   Sosialisasi Mekanisme Pengaduan.

11.12.  Indikator Kineria Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki

Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit

Target tahun  2024 adalah 65%,  Realisasi  72,69%, dengan  tingkat capaian

111,83% dart target.  Capaian  ini diperoleh  berdacarkan  data  Kualifikasi  Jabatan

Fungsional berikut pada Tahun 2024:

o   Fungsional Auditor = 83 orang terdiri dart:

- Fungsional Auditor Ahli Utama = 1 ;
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-Fungsional Auditor Ahli Madya =  12;

- Fungsional Auditor Ahli Muda = 3;

- Fungsional Auditor Ahlj Pertama = 35;

-Fungsional Auditor Ahli Penyelia =  1 ;

-Fungsional Auditor Ahli Pelaksana Lanjutan =  1 ;

o   Fungsional PPUPD = 38 orang terdiri dari:

- Fungsional PPUPD Ahli Utama = 2;

-Fungsional PPUPD Ahli Madya = 23;

- Fungsional PPUPD Ahli Muda =  11 ;

-Fungsional PPUPD Ahli Pertama = 2.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

BerdasaTkan  capaian  yang  melebihi  target,  faktor  pendukung  yang  dapat

diidentifikasi adalah :

o   Komitmen Pimpinan dalam Pengembangan SDM;

o   Ketersediaan Program Pelatihan;

o   Perencanaan yang Matang;

o    Dukungan  lnstitusi dari BPKP/Lembaga Sertifikasi.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun  realisasi  melebihi  target,  analisis  kegagalan  menyebutkan  dua

faktor penghambat potensial:

o   Terkendala Akses Pendidikan dan Pelatihan;

o   Keterbatasan Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  capaian  di  tahun  berikutnya,

solusi berikut direkomendasikan :

o   Memperiuas Akses pelatihan;

o   Penjadwalan yang Fleksibel;

o   Penganggaran yang Proaktif;

o   Program Pendampingan dan Persiapan Serdikasj:

o   Review Kebutuhan Jabatan Fungsional.
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3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi alas penggunaan sumber daya disajikan  pada label
berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kineca dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No
Sa8aranStrategis

I ndikator Kineng
Indikator Kiner)a Anggaran

Efisiensl
Target Realisasl Capaian Anggaran Realisasi %CaBaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. MeningkatnyaTataKelolaPemerlntahandiBidangKeuangan t Op,ni BPKterhadapLKPDPemerintahPTovinslSunderauna VVTP VVTP 100% 96`775.000 96,552 300 99,77% 0.23%

2. PersentaePenyekseianTindakLanjutHasilPemenksaanBPKRlpadaPen"intahProvinsiSumatera|hara 80% 80,42% 100,53% 488.390.833,33 352,917.211,33 T22fftyo 28,27%

3 PersentaePenyelesaianTindakLanjutHasilPemeriksaanltienKemendagripadaPemenntahProvinslSumateraUtara 100% 100% 100% 488 390.833,33 352 917.211,33 72.26% 27,74%

4 PereertasPenyelcafanTindakLanjutHasilPemenksaanlmepetoratProvimsiSumateraUtara 87% 88,46% lot.88% 488.390.833,33 352.917.211,33 72,26% 29,62%

2 Meningkatnya t Level Matumas Level 3 Level 3 91.15% 96.775.000 96 552 300 99,77% J3,25%
PelaksarraanReformasiBirokrasi SPIP PemenntahDaerahProvlnsiSunuteralhara (3,300) (3,008)

2. Level KapabllitaeAPIPInepektorat Level 3(3,300) Level 3(3,270) 102.19% 96.775.ocro 96.552.3cO 99,77% 2,42%

3, PeeentasePerangkatDaerahyangNilaJRafa-RafaEvalLrasiSAKIP2B8 70.0% 92,68% 132,40% 96 775 0cO 96.552.300 99,77% 32,63%

4. Mana|emen Risito Level 3 Level 3 100% 96.775.OcO 96.552.300 99,77% 0,23%

5 Inlets EfektwitasPengendalianKorupsi Level  3 Level 3 95,20% 1 . 1 76 508.000 795.004.440 68,0% T' 2fyJ/o

6. Monitonng CenterforPrevention(MCP) 95% 83,15% 87,53% 96.775.000 96.552.300 99,77% -12,20%

7. Strategis NasionalPemberanfasanKorupsl(StranasPK) 82,5% 75,50% 91.52% 96.775.OcO 96.552.300 99,77% €,25%

8. sLfrvey penilaianlntegrhas 20Nasimal 33Nasionl 60.61% 96.775.000 96.552.300 99,77% -39,20%
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No
SasaranStrategis

I ndikator Kinerja
Indikator Kineda Anggaran

Efisiensi
Tanoet Realisasi Capaian Anggaran Realisasi %CaBaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Pelayanan Publik 4 beerNasicmal 12 besarNasional 33,33% 96.775 000 96 552.300 99,77% J56,40%

10 Zoma I ntegrtas 41PD 41PD 100% 96.775`000 96.552.300 99,77% 0,23%

11 PenangananPengaduanMasyarakat 81% 78,59% oril i f rJh 2.783.192000 1,789.694.268 64,30% 32,72%

12 PenxrfeeTenagaFungsionalPengawasan yangMemilikiSertifikatKeahlianKhlBusBidangAudi 65% 72.69q^ 111,83% 598.334.000 515,952.941 86,00% 25,83%

3.1.7 Analisis Program«egiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan

Kinerja

Analisis  program/kegiatan  yang  menunjang  keberfiasjlan  ataupun   kegagalan

pencapaian pemyataan kineria disertai uraian penjelasan label dibawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No
SasaranS'rategis

I ndikator Kineqa Capaian% Program / Kegiatan Indikator Kiner]a Capaian
Menunjang/TidakMenuniana

Analrs;Js

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya 1 Oplni BPK terhadap 100% P,Ogram Perserriase 100% Menunjang

Tata Kelcta utpD F'emerintah Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi Sumatera PengawasanKegiafan`PenyelenggaraenPengavrasanlrfemalSubkegiatan:PengavrasanUmumdanTeknisKabupaten«ota PengawasaT` yang
di BidangKeuangan Utara Ditctarfen

2. Persentase 100.53% Program Persentase 100.53% Menunjang
Penyelesalan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Tindak Lanjut HasilPemeriksaanBPKRIFedaPemeriutahProvirrsiSumatera|hara Penoa-nKegiafan.PenyelenggaraanPenga©nlrternalSubkegiatan:MontoringdanEvaluasiTindakLaniutHasilPerrreriksaanBPKRIdanTindakLanjutHasilPemenksaanAPIP Pengamean yangDitctapkan
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No SasaranStrategis
I ndikator Kinerja Capaian%

Program / Kegiatan Indikator KJneria Capaian
Menunjang/TldakMenuniana

Ana'isis

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Persentase 100% Program Perseutae 100% Menunjang

Penyelesaian Penyelenggaraan PenyeJenggaraan
Tindak Laniut HasilPemeriksaanl8enKemendagn.padaPemerintahProvinslSumateraUtara PengamsanKegiatan-PenyelenggaraenPengamsanInterrialSubkegiatan`MonitonngdanEvaluasiTindakLenjutHasilPemeriksaanBPKRldanTindakLaniutHasllPemerlksaanAPIP Pengavean yangDitefapkan

4 Persentase 101,88% Program Persentase 101,88% Menunjang
Penyelesaian Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Tindal( Lanjut HasilPemeriksaanlnspektoratProwl.nsiSumateraUtara Penoa-nKegiafari:PenyelenggaraanPengawasanlrternalSubkegiatan:MonitoringdanEvaluasiTindakLanjutHasilPemenkcaanBPKRldanTindakLaniutHasilPemenksaanAPIP Pengarvasan yangDitctapkan

2 Meningkatnya 1. Level Maturitas 91,15% Program Persentase 91,15% Menunjang
Pelaksanaan SPIP Pemerintah Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Reformasj Daerah Provinsi PengawasanKegiatan:PenyelenggaraanPengawasanInternalSubkegiatan:Penga©nUmumdanTeknisKabupatervKcta Pengawasan yang
Birokrasi Sumatera l#ara Ditctagivan

2 Level Kapabilitas 102,19% Program Peru mu§an Jumlah Dokumen 102,19% Menunjang
APIP I nspektorat Kebljakan,Pendampingan DanAsistersiKegiataT,:PendampinganDanAsisterrsiSubkegiatanPendampingan.Asisterei,Verifikasi.danPenilaianReformasiBirokrasj Terfait KebljakanTeknisPengawasandanPemtinaan
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No
SasaranStrategis

Indikator Klnerja Capalan% Program / Kegiatan lndikator Kiner|a Capaian
Menunjang/TldakMenuniarra

Analisrs

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Persertase 132,40% Program Persertase 132,40% Menunjang

Perangkat Daerah Penyelenggaraan Penyelenggaraan
yang Nilai RataRataEvaluasiSAKIP288 PengawasanKeg,atan:PenyelenggaraanPengawasanlnternalSuckegiatan:PengawasanUmumdanTeknisKabupatenmota Pengavasan yangDitefapkan

4 Manajemen Risito 100% PrnoramPenyelenggaraanPenoa-nKegiatan-PenyelenggaraanPengausanInternalSubkegiatamPengawasanUmumdanTekJiisKabupaten/Kota PersentasePenyelenggaraanPenga€anyangDitctapkan 100% Menunjang

5. lndeks Efek(Ivitas 95,2% Program Perumusan Jumlah Dokumen 95,2% Menuniano
Pengendalian Kebijakan, Terkait Kebljakan
Korupei F'endampingan DanAsistensiKegiatan,PendampinganDanA6isterrsiSuckegiatamKoordinaei,MonitonngDanEvaluasiSertaVerifikasiPencegahanDanPemberantasanKomupsi TeknlsPengawasan danPembirraan

6. Monitoring Cieuter 87,53% Prcgram Persentase 87,53% Menunjang
for Prevention Penyelerngaraan Penyeienggaraan
(MCP) PengawasanKeg,afar,:PenyelenggaraanPengawasanInterrralSubkegiafan:PengawasanUmuindanTeknrsKabupatervKota Peno-n yanoDitctagivan
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No
SacaranStrategis

lndikator Kinerja Capa,an% Program / Kegiatan lndikator Ki nerja Capaian
Menunjang/TldakMenunianq

Analisis

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Strategis Nasional 91,52% Program Perumusan Jumlah Dokumen 91.52% Menunjang

Pemberantasan Kebliakan, Terkait Kebija kan
Korupei (Stranas Pendampingan dan Teknis
PK) AsisterrsiKegiatan-Pendampingan danAsistensiSuckegiatan:Koordimasi]MonitonngdanEvalua9isertaVerifikasiPermegahandanPemberantasanKorupei Pengamsari danPembmaan

8. Survey Penilaian 60.61% Program Pereentase 33 Menunjang
lntegritas PenyelenggaraanPenoa-nKegiatanPenyelenggaraanpeng2~nInternalSubkegiata"Penga©nUmumdanTeknisKabupaten«ota PenyelenggaraanPengawasanyangDitefapkan Nasional

91 Pelayanan Publik 33,33% Program Persentase 12 Menuniang
Penyeienggaraan Penyelenggaraan Besar
PengawasanKegiatan:PenyelenggaraanPenga©nlrrfernalSubkegiatan:PengawasanUmumdartTeknisKabupatenn{ota Pengawasan yangDitetapkan Naslona'

10 Zona lntegrftas 100% ProgramPenyelenggaraanPengawasanKegiatamPenyelenggaraanPengawasanInternalSubkegiataii:PengavrasanUmuindanTeknreKabupaten«ofa PersentasePenyelenggaraanPengawasanyangDitetapkan 100% Menunjang

11 Penanganan orfl quA' Program Kegiatan grfl  rf rJio Menunjang
Pengaduan Penyelenggaraan Persentase
Masyarakat PengawasanKegiafan:PenyelenggaraanPenga©nDenganTujuanTertentuSubkegiafu.Penga©nDenganTujuanTertentu Penye!enggaraanPengawasanyangDitetapkan
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No
SasaranStrategis

I ndikator Kinerja
Capaian% Program / Kegiatan Indikator Kinerja Capa,an

Menunjang/TldakMenuniana
Analisrs

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Persentase Tenaga 111,83% Program Penunjang Terpenuhinya 1 1 1 , 83% Menunjang

Fungsiomal Urusan Pemerinfa han Dufungari
Pengawasan yangMemilikiSertifikatKeah[ianKhusirsBidangAudit Daerah ProvinsiKeg,stan-AdministrasiKepegavraianPerangkatDaerahSubkegiatan:PendidikanDanPelatihanPegawaiBerdasarkanTugasDanFungsi ManajemenPerkentoran

3.2 Penyerapan Anggaran

Anggaran  lnspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 (setelah  perubahan APBD)

sebesar Rp.76.348.277.860,-(tujuh  puluh  enam miliar tiga  ratus empat puluh  delapan

juta  dua  ratus  tujuh  puluh  tujuh  ribu  delapan  ratus  enam  puluh  rupiah)  dan  realisasi

sebesar Rp71.079.830.821,-(tujuh  puluh  satu  miliar tujuh  puluh  sembilan juta delapan

ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau 93,10%, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kegiatan  lnspektorat

NO KODEREKENING PF`OGRAM/KEGIATAN/SuBKEGIATAN AIGGAJIAN(lto.I REALISASI'RD.'
% Kineria

o6.ol
\~::J\,'\'Ll\\    ` '     iNspERTORATrirsRrm

76.348.277.eec 7iur9.8so.827-1 97,      `   ,i

1

pROGRA"pENUNjANGufatlsAhr-PENERINTAHANDAERAH
63.490`718.coo 93,2ex   :6.01.01

cO.598.843.123

2 6.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, danEvalLiasiKineriaPerangkatDaerah 59.203.000 41.354.500 100%

3 6.01.01.1.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan 40.887.000 38.110. 000
2

01 Perangkat Daerah Dokumen

4 6.01.01.1.01, Koordinasi dan Penyusunan 15,250.000 2.287.500
1

02 Dokumen RKA€KPD Dokumen

5 6.01.01.1.01. Koordinasi dan Penyusunan
03 Dokumen Perubahan RKATSKPD

6 6.01.01.1.01. Koordinasi dan  Penyu§unan DPA- - - •
04 SKPD

7 6.01.01.1.01.

Kcordinasi dan Penyusunan
3.066.000 957.000

1
Laporan Capaian  Klner]a dan Dokumen

06 lkhtisar Realisasi Klnerja SKPD

8 6,01.01.1.02
Administrasi Keuangan Porangkat 5t.078`129.252

49.605.380.33 100%
Daerah 9
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NO KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIA ANGGARAN REALISAsl % KinemREKENING TAN 'lto.I 'RD.I

9 6.01.01.1.02. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
50.736.909.252 49.273.518.93

12  Bulan01 ASN 9

10
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuanganSKPD

311.280.000 303.320.000 1  Laporan

11 6-01.01.1.02,
Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahun

29.940.000 28 .541 .400 1  Laporan
05 SKPD

12 6.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik DaerahpadaPerangkatDaerah

25.050.000 22.350.000 100%

13
6.01.01.1.03, Penatausahaan Barang Milik Daerah

25.050.000 22.350.000 6 Laporan06 coda SKPD

14 6.01,01.1.05
Adrrinistrasi Kepega`maianPerangkatDaerah

816,i5a.Boo 710.756.941 46,03%

15 6  01  01  1  05
Koordinasi dan Pelaksanaaan

195.720.000 194.804.000
1

04 Sistem I nfoiTmasi Kepegawafan Dokumen

16
6.01.01.1.05. Monitoring, Evaluasi, dan  Penilaian

3.000.000 1

05 Kineria Peaawai Dokumen

17
6.01.01.1.05. Pendidikan dan  Pelatihan Pegawai

598.334.000 515.952.941
114

09 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang

18
6.01.01.1.05. Sosialisasi Peraturan Peru ndang-

19.104.000 - •
10 Undanqan

19 6.01.01.1-06
Administra8j Umum PerangkatDaerah

5.302.455.345 4.645.717.629 100%

20 6.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen I nstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor

19.986.354 19.690.500 1  Paket

21
6.01.01.1.06. Penyediaan Peralatan dan

2.618.025.312 2.523.630.000 1  Paket02 PerienakaDa n Kantor

22
6.01.01.1.06. Penyeclfaan Peralatan Rumah

246.418.938 33.315.000 1  Paket03 Tangga

23 6.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan logistik Kantor 645.381.280 543.031.740 2 Paket

24 6.01.01.1.06. Penyediaan Barang Cetakan dan
348.361.885 330.198.200 3 Paket05 Penggandaan

25
6.01.01.1.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan

7.100.000 5.305.000 1

06 Peraturan Perundang-undangan Dokumen

26 6.01.01.1.06. Penyelenggaraan Rapet Koordi nasi
1.392.108.OcO 1.171.590.289

12
09 dan  Konsuftasi SKPD Laporan

27 Penatausahaan Arsip Dinamis pads
25.073.496 18.956.900

1

SKPD Dokumen

28 6.01.01.1.07.05
Pengadaan BaraJig Milik DaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah

344.024.500 267.040.000 100%

29 6.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 344.024.500 267.040.000 1  Paket

30 6.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemeiintahanDaerah

4.624.463.694 4.309.938.081 100%

31
6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 103.211.000 101.151.820 4  Laporan

32 6.01.01.1.08. Penyediaan Jasa Komunikasi,
948.000.000 826.115.586 4  Laporan02 Sumber Daya Air dan Listrik

33 6.01.01.1.08. Penyediaan Jasa Pelayanan umum
3.573`252`694 3.382.670.675

12

04 Kantor Laporan

56



-`l:i`i`H

NO KODEREKENING PROGRAWKEGIATAN/SUBKEGIATAN ANGGARANlRp.) REALISAsllRp.I % Kineria

34 6.01.01.1.09
Pemeliharaan Barang Milik DaerahPeniinjangUru8anPemerintahanDaerah

1.241.235.109 996.305.633 100%

35 6.01.01.1.09.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,BiayaPemeliharaandanPajak

335. 567` 109 264.374.557 13
01 Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraanDinasJabatan

36 6.01.01.1.09.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BiayaPemeliharaan,Pajakdan

280.000.000 264.579.585 702 Perizjnan Kendaraan DinasOperasfonalatauLapangan

37 6.01.01.1.09. Pemeliharaan/Rehabiritasi Gedung 365.900.000 312.034.491 108 Kantor dan  Bangunan Lainnya

38 6.01.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilfasi  SaranadanPrasaranaPendukungGedLingKantoratauBangunanLainnyar`hrmlT`i,Lqu)AI9hiF4ilyy~`,i/`i:/ly-`mi`"f~uzi;jgfj:=asgg%Hs¥``or_

259.768.000 155.317.000 1

es         `          -           I         -. • 7h         a.rfuh-ie¥

±~flEEREf.r¥tHiHae£..E"•...\r+.tT±'.¢.-T`+.i+-^j.-.ul ;i;firm  ` A,          I \,:`~,&:,,,`Ir¥!¥.¥-¥'¥hl`c3S:ias~5[^idij-+-rsiffiistiii=iixp:»i€ifest

A6A    ¥   ,i;rfu     €       r#?:`ks=es`REvicir.fdri_r,,±f#*ES"fiiFan.

^£}iscitl.ill
-.',,/,.*.Jay-»I:I:|^Y":  `-I,      ),:-

i,`\e/\      u^'',I                               \\,    \„   \L.\,      c\,`L   I     ,,    i,`,iv,                 `(|o.I/,I    `   ``RE^ry.-->-..,i-_
'#,Ofo!:  -,    i`-;rrIr,LLis=r+A9tii€.as

1\ nI ,rd  r= .

40 6.01.02,1.01
Penyelengga raan Penga\rasanlntema'

7.754.307,960 7.007.007.610 100%

41
6.01.02.1.01. Pengawasan Kineda Pemerintah

2.722.674.210 2.609.764.018
72

01 Daerah Laporan

42 6.01.02.1,01. Pengawasan Keuangan Pemerintah
921 .026.000 771.450.250 82

02 Daerah Laporan

43 6.01.02.1.01.03
Reviu Laporan Kineria 605.goo,000 586.626.400 12Laporan

44 6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 103.281.250 103.260.010 1  Laporan

45 6.01.02.1.01. Pengawasan Umum dan Teknis
774.200.000 772.418.400 24

05 Kabupaten/Kota Laporan

46 6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan I ntemal 1.162 .054. 000 1 .104 .736 . 898
2Kesepakatan

47 6.01.02.1.01.

Monitoring dan Evaluasi TindakLanjutHasilPemeriksaanBPK Rl

1.465.172. 500 1.058.751.634
95

07 dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaanAPIP Dokumen

48 6.01.02.1.02
Penyelenggaraan PengavasanDenganTujuanTertentu

2.940.992.000 1.926.244.268 100%

49 6.01.02.1.02. Penanganan Penyelesaian Kerugian
157.8cO.000 136.550.000 1  Laporan

01 Negara/Daerah

50 6.01.02.1.02. Pengawasan Dengan Tujuan
2.783.192.000 1.789.694.268

50
02 Tertentu Laporan

•tti-£-.  .st  ..:`,:`
y,\`   '         REff¥ENs±neee!ffiai¢¢var          "     -\'   ------

iw-+rirr-.n}.to`L:WLL. --      .-       +   ++Jlrfu+^L,~!     -\
•.     ,   -y         ^                           yq---,            '

I-1.547.735.820
pRceRAM PERU MusAr\l-KEBijAKAN,pENDArmEN6AN  -  h

-2.162259.cOO'-6.al .02 ---------   - -9&,

DAN ASISTENSI RES
-

`                                  -/      ,            -                                               .     ,    I      ,          -                       .

_-_   __    le.'misoq*(
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NO KODEREKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN ANGGARAN'Rp,I REALISAsl'RD.I

% Kineria

52 6.01.03,1.01
Perumusan Kebijakan Teknis diBidangPengawasandanFasilitasiPengawasan

295.714.000 204.650.919 100%

53 6.01.03.1.01. Perumusan Kebijakan Teknis di
231.264.000 156.050.919

1

01 Bidan g Pengawasan RekomendasI

54 6.01.03.1.01. Perumusan  Kebjjakan Teknis di
64.450.000 48.600.000 42

02 Bidang Fasilitasi Pengawasan Rel(omendai

55 6.01,03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 1.866.545.000 1.343,084.901 100%

56 6.01.03.1.02, Pendampingan dan Asistensi
348.000.000 292.773.021

41PerangkatDaerah

01 Urusan Pemerintahan Daerah

57 6.01.03.1.02. Pendampingan, Asjstensi, Verifikasi ,
256.967.000 255.307.440

41PerangkatDaerah

02 dan  Penilaian Reformasi Birokrasi

58 6.01.03.1.02.03
Koordinasi, Monitoring dan EvaluasisertaVerifikasiPencegahandanPemberantasanKorupsi

1.176 .508.COO 795.004.440 4Kegiatan

59 6.01.03.1.02. Pendampingan, Asistensi dan
85.070.00004 Verifikasi Penegakan lntegritas
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BAB   IV

PENUTUP

Berdasarkan  basil  evaluasi  tertiadap  capaian  kineria  lnspektorat  Provinsi  Sumatera

utara Tahun 2024 secara umum oukup baik, ditunjukkan dengan mayoritas indikator mencapai

bahkan melampaui target, terutama pada pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi. Meski

demikian, masih terdapat beberapa indikatoryang perlu ditingkatkan, seperti MCP, Stranas PK,

integritas,  pelayanan publik, dan efektivitas pengendalian  korupsi. Ke depan , organisasi periu

memperkuat   pengendalian   internal,   meningkatkan   kualifas   layanan   publik,   memperkuat

integritas,  serta  mengembangkan  kompetensi  aparatur  agar  kineqa  tahun  berikutnya  lebih

Optimal.

Keberhasilan capaian  kineria yang diraih selama Tahun 2024 tidak teriepas dart faktor

pendukung, antara lain perencanaan yang disusun berl)asis data dan informasi yang memadai,

kontrol  pimpinan  terhadap  pelaksanaan  anggaran,  pembekalan  berkesinambungan  kepada

pejabat  fungsional,  penerapan  pembinaan  dan  pengawasan  berbasis  risiko,   ketersediaan
anggaran  yang relatif memadai,  serta  komunikasi dan koordinasi yang semakin  baik dengan

para mitra keria.

4.1. Simpulan umum Capaian Kinerja

Secara umum, organisasi telah menunjukkan kinerja yang sangat balk dalam mencapai

targetnya. Mayoritas indikator kineria telah  melampaui target yang ditetapkan, terutama  pada

Sasaran  Strategis  1 :  Meningkatnya  Tata  Kelola  Pemerintahan  di  Bidang  Keuangan.  Di  sini,

semua  indikator, seperti opini  BPK,  persentase penyelesaian  tindak lanjut pemeriksaan  BPK

Rl,  ltjen  Kemendagri,  dan  lnspektorat  Provinsi,  bemasil  mencapai  atau  bahkan  melampaui

target  100%.  Ini  menunjukkan  efekti`ritas  dan  komitmen  tinggi  dalam  perbaikan  tata  kelola

keuangan.

Namun, terdapat beberapa aiea yang  memenukan  perhatian  khusus,  terutama  pada

Sasaran  S(rategis  2:  Meningkatnya  Pelaksanaan  Refomasi  Birokrasi.  Meskipun  sebagian

besar  indikator mencapai  hasil  positif,  ada  tiga  indikator yang  menunjukkan  hasi]  di  bawah

target,  yaitu   Survei  Penilaian   lntegritas  (target  20,  realisasi  33,  namun  capaian  60,61%),

Pelayanan Publik (target 4 besar Nasional, realisasi  12 besar Nasional, capaian 33,33%), dan

lndeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP) (target 95%,

realisasi 83,15%, capaian 87,53%). Capaian di bawah target ini mengindikasikan bahwa masih

ada tantangan dalam hal integritas, kualitas layanan publik, dan efektivitas pencegahan korupsi

yang periu ditangani secara serius.
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4.2. Langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Untuk  meningkatkan  kineria  di  tahun  2025  sekaligus  menutup  kesenjangan  capaian

yang   masih  ada,   lnspektorat  Provinsi  Sumatera   Ufara  akan   melakukan   langkah-langkah

strategis sebagai berikut:

1.     Fokus pada peningkatan  lntegritas dan pelayanan publik

Mengingat capaian yang rendah pada Survei Penilaian  lntegritas dan  Pelayanan  Publik,

dimana   perlu   menyusun   program   perbaikan   yang   lebih   intensif   seperti   mencakup

pelatihan e(ika dan  integritas secara berkala, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan

peningkatan  transparansi.   Menerapkan   sistem  penghangaan   bagi  unit  kerja  dengan

kineria pelayanan terbaik juga bisa menjadi motivasi.

2.     Optimalisasi pengawasan dan pencegahan Korupsi

lndeks  MCP  yang  belum  mencapai  target  menunjukkan  periunya  penguatan  sistem

pengawasan internal, seperti mengkaji ulang dan mengoptimalkan prosedur pencegahan

korupsi  yang  sudan  ada.  Ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kolaborasi  dengan

KPK  dan  lembaga  pengawas  lainnya,  serta  memanfaatkan  teknologi  untuk  memantau

potensi risiko korupsi.

3.     Pemanfaatan capaian positif sebagai pembelajaran

Dengan langkah mengidentifikasi faktor-faktor kunci kebemasilan pada Sasaran Strategis

1  yang telah  melampaui target.  Praktik-praktik terbaik ini, seperti sistem pelaporan yang

efisien  dan  tindak lanjut yang  cepat,  dapat direplikasi  dan  diadaptasi  untuk diterapkan

pada   area   lain,   khususnya   pada   Sasaran   Strategis   2   yang   masih   membutuhkan

perbaikan.

4.     Evaluasi dan penyesuaian Target

Secara  berkala,  dimana  perlu  melakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap  target  kinerja.

Jika ada target yang secara konsisten sulit dicapai, seperti Survei Penilaian lntegritas atau

Pelayanan  Publik,  periu  dikaji apakah  target tersebut realistis atau  apakah  pendekatan

yang  digunakan  perlu  diubah.   Mengumpulkan   masukan  dart  pihak  ekstemal,  seperti

masyarakat  atau  lembaga  survei  independen,  dapat  memberikan  wawasan  berharga

untuk perbaikan .
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Dengan  langkah-Iangkah strategis dan dukungan anggaran yang terarah, diharapkan

kinerfa lnspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 akan semakin meningkat, Iebih

efektif.  serta  memberikan   kontribusi  nyata  dalam  mewujudkan  tata   kelola  pemerintahan

daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
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pERUBAiiAN pER]ANJIAni ic[I\iERI^ iuniN 2o24

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemen.ntah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berfandatangan dibawah ini  :

Nama                :     LASRO MARBUN
Jabatan           :    INSPEKTIJR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutrya disebut Piliak Kesatu

Nama               :    Dr. Drs. A. FAIONI,  M.Si
Jabatan           :     Pj. GUBERNUR SUMATERA IITARA

Se[aku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak  Kesatu  pada  fahun  ini  berianji  akan  mewujudkan  forget  kineria  tahilnan
sesuai lampiran perubahan   pe¢anjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditefapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapajan target kinerja tersebut menjadi tanggiing jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan  memberikan supervisi yang diperiukan serta akan  melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capalan kinerja dari perubahan perianjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam raT`gka pemben.an penghargaan dan sanksi.

PihakKedua,           ,44/
EIE

B. GUBERNugivprATERA urARA,      -•-,
r.  Drs. A. FATONI,  M.Si

....  #
_I.-lth ,

J>

Medan,  a 0esember  2024
Pihak Kesatu,`
INspEKTUR  pRCMNsl ¥MATF.B4JfimA,

.i..:...lj-..

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196412011987011002



Perangkat Daerah
Tahun

unpIfun
pERUBAliAN pERIAnIIAN KINEfu^

Inspektorat Provirsi Sumatera Utara
2024

Nb SASARAN STRATEGIS ]NDIKATOR K[NERJA TARGET

1 Meningkatnya Tata Kelde 1     0pini BPK terriadap LKPD pemerintah Vrm
Pen`erintahan di Bidang Kecangan Provinsi 5Linutera utara

2    Per5entase penyelesaian "ndak I,anjut 80%
Hasil Pemeriksaan BPK RI pada
Pemeriutah Pravinsi Samatera Utara

3    Persentase penyelesaian Tindak hanjut 100%
Hasil Pemeriksaan lcen Kemendagri
pada Pemenntah Provinsi SLimatera
utara

4    Persentase penyelesaian Tindek lj]«jut 87%
llasil Pemeriksaan lnspelctorat Provinsi
Sumatera utara

2 MeningkatT`ya Pefaksanaan Reformasi 1     Level Maturitas SPIP pemerintah Daerah 3
Birokrasi Pi"/jnsi Sumatera utara

2    level Kapabilitas APIP ]nspcktrmt 3

3    Per5entase perangkat Daerah yang Nilal 71,4%
Rate-Rata Evalunsi SAKIP 2  88

4    manajemen Ris!ko 3

5    Indeks Efektivicas pengendalian Korupsi 3

6    Moo-rfung cefter for prevention (Mce) 95%

7    Strategis Nasional Pemberantasan 82,5%
Korupsi (Stratnas PK)

8    Survey Penilajan lntegritas 20 Nasiomal

9    Pchyanan publik 4 Besar Nasiomal

10   Zona lntegritas 41PD

11   Pemngaman pengadiian Masyaraled 81%

12   Persentase Tenaga Fungsjonal 65%
Pengawasan yang Memillki Sertifilct
Keahlian Khusus Bidang ALldit

Pmoram

1       Penyelenggaraan penga`masan

Perumusan Kebcakan, Pendampingan dan
Asistensi'

roTAL

Pj.  GUBERNUR

rs. A.  FATONI,  M.Sl

Anggaran                                                 Kcterangan

Rp                             lo.695.299.9cO                        P. APBD

2.162.259.000                        P. APBD

12857.558.9cO

Medan,  60esember        2o24

.   -``::.:-=f >t`=--i--i_--_--I--==

LlrsRO MARBLiN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

i.:EIlu



PERUBAHAN PEfuAl\l]IAI\l KIMERJA TAHtJM 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel seha berorl.entasi pada hasil, kami yang bertandatangan dihawah ini :

Nana               :    lASRO MARBUN
Jahatan           :    INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjuthya disebut Pihak Kesatu

Nama                :    Dr.  Drs. A. FATONl, M.Si
Jabatan           :    Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak  Kesatu  pada  tahun  ini  beeanji  afan  mewujudkan  target  kinerja  tahunan
sesuai  lampiran peruhahan  perjanjian  ini dalam  rangka mencapai  target kinerfa jangka
menengah seperti yang telah ditetapfan dalam dekumen perencanaan. Keberhasjlan dan
kegagalan pencapaian target kineTja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesafu.

Pihak  Kedua  akan  memberikan supeTvisi yang  diperlukan  serta  akan  melakukan
evaliiasj akuntabjlitas kineria terhadap capaian kjneria dari perfenjian ini dan rnengambil
tindakan yang diperlLikan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pj.  GUBERNU RA UTARA,

Dr.  Drs. A.  FATONI, M.Si

Medan, ct trystus   2o24

Pihak Kesatu,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA VADYA
NIP 196412011987011002



Perangkat Daeeh
Tahun

LjunplRAN
PERUBAHAN  PER]ANJIAN  KINERJA

hspektorat Provinsj Silmatera Utara

2024

No SASARAN sTRAiIGrs INDIKAroR KIN ER]A TARGET

1 Meningkatrya Tata Kelola 1 Oplni BPK terf`adap LKPD Pemerintah WIT
Pemerintahan di Bidang Keuangan Pmrinsi Sumatera Utara

2 Persentase Penyelesafan Tindak LanjutHasilPemeriksaanBPKRIpadaPefTrerintahProvin5iSumaterautara 80eyo

3 Persentase Penyelesaian llndak LaiijutliasilPemeriksaan]tienKemendagripadaPemerintahProvinsiSumateraUtara 100%

4 Persentase Penyelesaian llndak LanjutLfasilPemerilcsaanlnspcktoratProvinsiSi.mrateeutara 87%

2 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi 1 LJgivel Maturita5 SPIP Pemerintah Daerah 3
Bi.rokrasi Provinsi Sumatera Utara

2 Li"el Kapahilitas APIP lnspektorat 3

3 Persentase Perangkat Daerah yang NifaiRataRataEvalu@s!SAKIP288 71,4%

4 Manajenen Risiko 3

5 Zndeks Efekmas Peiigendalfan Korupsi 3

6 Monitoring Gender for Prevention (MCP) 95%
7 Strategls Nasional PemberantasanKoupsi(StratmasPK) 82,5%

8 Survey Penilafan lntegritas 20 Nasiomal

9 Petryaman Publik 4 Besar Nasiomal

10 Zona lntegritas 41 Perangkat Daerah

11 Penanganan Pengaduan Masyarakat 81tyo

12 Persentase Tenaga FungsiomalPengawasanyangMemillklSertifilGitKeahl7anKhususBidangAudit 65%

Penunjang urusari Pemeriutahan
Daerah Provinsi

Rp

2       Penyelenggaraan pengawasan                 Rp

Perumusan Kebijafan, Pendampingan
dan Asistensi

Rp

56.330.012.362

15.056.738.210

2.250.119.000

roTAI                  Rp               73.636.869.572

Keterangan

APBD

APBD

APBD

Medan,    od   ftyus€uS                2o24

L.rmo MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002



PEfuAI`l]IAN KINERIA TAIluM 2024

Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertandatangan dihawah ini :

Nama                :     LASRO MARBUN
Jabatan           :    INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjuthya disebut Pihak Kesatu

Nama
Jabatan

HASSANUDIN
Pj.  GUBEENUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak  Kesatu  pada  tahun  ini  berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  tahunan
sesuai  lampiran  perjanjian  ini  dalam  rangka  rnencapai  target  kiner]a jangka  menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kineija tersebut menjedi tanggung jawab Pihak Kesatii.

Pihak  Kedua  akan  memberikan supervisi  yang  diperlukan  serta  akan  melakukan
evaluasi akuntabilitas kineria terhadap capaian kineQa dari  perianjlan ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pjhak Kedua,

Pj.  GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Jfty
HASSANUDIN

Medan,  Z6  Martyb  2024

Pihak Kecatu,

LASRO  MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002



Perangkat Daera h

Tahun

LAMPIRAN

PERJANJIAN  KINERJA

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

2024

No SASARAN sTRATEGrs IN DIKAITOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya tata kelela I Opmi BPK terhadap LKPD Pemerintah rm
pemerintahan di bidang ke`iangan Provinsi Sumatera utara

2 Per5entase penyelesaian tindak larijutbasilpemeriksaanBPKRIpadaPemerintahPro\rinsiSumateraUtara 80%

3 Persentase pertyetesaian tindak lanjuthasilpemeriksaanlt}enKemendagripedaPemenntahProvinsiSumateraUtara 100%

4 Persentase penyelesaien tindak Lan]utbasilpemerik5aanlnspektoratProvlnslSumateraUtara 87%

2 Meningkatnya pe!aksanaan Reformasi 1 Level maturitas SPIP Pemermtan Daerah Level  3

Birokrasi                   4 Provinsi Sumatera Utara

2 Level kapabil-tes APIP ]nspelctorat Level 3

3 Indeks efelchritas pengendalian korupsi level 3

4 Penerapan manajemen resiko Level  3

5 Perseritase Perangfat Daerah yang nifairatarfuaevaluasiSAKIP288 71,4%

6 Penangaman pengaduan masyarakat 810/o

7 Persentase teriaga fungsonalpengawasanyangmemiliki5ertifi katkcahliankhususbidangAudit 65%

Program

Peniinjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

2       Penyelenggaraan pengawasan

Perumusa n kebifekan, pendampingan
dan asistensi

Arrmran

57.832.268.731

21.128,044.COO

3.470.459.500

Kettrangan

APBD

APBD

APBD

roTAL                  Rp               82.430.772. 231

Medan,            Z6  Haret,         2024

Pi. GUBERNUR SUMATERA UTARA,-,,`
HASSANUDIN LASR0  MARBUN

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP  196412011987011002

UTARA,


